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RINGKASAN

Salah satu titik tekan yane terus diperhatikan dan dilakukan oleh
Pemerintah dalam pembangunan dewasa ini adalah pembangunan ekonomi, guna
mewujudkan masyarakat Indonesia vang adil dan makmur baik material maupun
spritual. Dimana Pemerintah telah melakukan suatu kebijakan dengan member
kesempatan kepada pihak swasta untuk turut berperan serta, salah satunya dengan
memben peluang dan kemudahan dalam membuka usaha di segala bidang.
Berkaitan dengan hal ini PT. Citra Van Titipan Kilat Pusai Jakarta merupakan
pihak swasta vang menyelenggarakan kerjasama keagenan, vang salah satunya
dengan CV Titipan Kilat Jember sebagal agennya dalam memasarkan dan
menyelenggarakan jasa pengiriman barang di kabupaten Jember dan sekitarnya

Permasalahan dalam penyusunan skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan
perjanjian kerjasama keagenan antara PT Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta
dengan CV. Titipan Kilat Jember, mekanisme asuransi terhadap barang kinman
vang dilakukan oleh PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta. dan penvelesaian
ika salah satu pihak melakukan wanprestasi Sehingga penulis mengambil judul
skripsi “ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA KEAGENAN
ANTARA PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT PUSAT JAKARTA DENGAN
CV. TITIPAN KILAT JEMBER™

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah guna
memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum
Universitas Jember Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi imi adalah
metode yunidis normatif dan didukung dengan sumber bahan hukurm

Perjanjian kerjasama keagenan vang dilakukan oleh PT Cira Van Titipan
Kilat Pusat Jakarta dengan CV Titipan Kilat Jember dituanskan dalam bentuk
tertulis vang konsepnva dibuat dan disusun oleh pihak pusat. sedang CV. Titipan
Kilat Jember tinggal menandatangan perjanjian tersebut apabila menvelujui dan
merupakan perjanjian vang telah dilegalisasi oleh Notaris Perjanjian tersebut

memual tentang idenutas para pihak. hak dan kewajiban, pengalihan. berlakunva

I
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perjanjian dan herakhﬁnya perjanjian kerjasama keagenan serta penvelesalan
perselisthan.

Dalam memasarkan dan menyelenggarakan pengiriman barang pihak PT.
Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta beserta agen Titipan Kilat. salah satunya
CV. Titipan Kilat Jember tidak terlepas dari kemungkinan terjadinva kenusakan
atau kehilangan barang kiriman, maka pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat
Jakarta bekerjasama dengan pihak asuransi Ramayana untuk melindungi barane
kirimannya dengan asuransi.

Apabila pihak agen melakukan wanprestasi maka PT. Citra Van Titipan
Kilat Pusat Jakarta terlebih dahulu memberikan surat peringatan tertulis kemudian
dilakukan musyawarah, jika musyawarah tidak berhasil langkah terakhir
dilakukan  pemutusan  perjanjian kerjasama  keagenan  Wanprestasi Juga
dimungkinkan dilakukan oleh pihak pusat, namun pihak agen hanya memberikan

surat pemberitahuan saja

- Saran yang dapat diberikan dalam penulisan skripsi ini. hendaknva para
pihak untuk  menjamin terlaksananya perjanjian kerjasama keagenan harus
melengkapi ketentuan-ketentuan yang dapat menunjang pelaksanaan perjanjian
sehingga dapat memberikan perlindungan hukum, adanva asuransi terhadap
barang kiriman tidak hanya bersifat penawaran saja tetapi sesualu yang wajib
sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada konsumen. dan
para pihak hendaknya dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik
serta dilakukan pengawasan dan pembinaan dari pusat terhadap masing-masing

agennya

L4 B
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perhatian utama pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan dewasa
i adalah bidang ekonomi Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan |
masyarakat Indonesia vang adil dan makmur baik materiil maupun spritual
Sejalan dengan pembangunan ekonomi, maka mobilitas penduduk pun meningkat.
Mobilitas yang tinggi tersebut meliputi kegiatan bisnis, yaitu bidang industri,
perdagangan, jasa, agraris, dan pertambangan Pemerintah membuat suatu
kebijakan yang memben kesempatan kepada pihak swasta untuk turut berperan
serta dalam pembangunan, salah satunya memberi peluang dan kemudahan usaha
dalam berbagai bidang

Kebutuhan barang dan jasa masyarakat yang melimpah, memungkinkan
imbulnva berbagai bemuk kenasama Baik mu di bidang pengadaan barang
maupun pelavanan jasa guna memperluas pangsa pasar. Salah satu bentuk
kerjasama yang berkembang pesat di Indonesia adalah kerjasama keagenan, yang
dimaksud dengan agen menurut Munir Fuady (2002:244) adalah seseorang atau
suatu perusahaan vang mewakili pihak lainnya (vang disebut dengan prinsipal)
untuk melakukan kegiatan bisms (misalnya menjual produk) untuk dan atas nama
prinsipal kepada pihak ketiga dalam suatu wilayah pemasaran tertentu, di mana
sebagai imbalan atas jerih pavahnva itu, agen akan mendapatkan komisi tertentu.

Perseroan Terbatas PT Citra Van Titipan Kilat (selanjutnya disebut PT
Citra Van Titipan Kilat) Pusat Jakarta merupakan salah satu pihak swasta yang
ikut serta menyelenggarakan kerjasama keagenan dalam memasarkan dan
menyelenggarakan jasa pengiriman barang. Adapun penyelenggaraan kerjasama
tersebut dilakukan oleh PT Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan
menunjuk beberapa Agen Titipan Kilat di wilayah Indonesia sebagai jaringan
kerjasamanya. Hal tersebut dilakukan untuk memperluas pasar, sehingga jalannya
usaha jasa pengiriman barangnya dapat dengan mudah dijangkau oleh konsumen

secara efektif dan efisien. Salah satunya dengan menjalin kerjasama keagenan
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dengan Commanditaire Vennootschap CV. Titipan Kilat (selanjutnya disebut CV.
Titipan Kilat) Jember.

Pelaksanaan kerjasama keagenan ini melibatkan adanya masing-masing
pthak yang bersepakat untuk mengadakan suatu perjanjian kerjasama keagenan,
artinya bahwa secara yuridis penyelenggaraan kerjasama keagenan ini -
berdasarkan adanya suatu perjanjian. Di dalam peraturan perundang-undangan
negara kita belum diatur ketentuan yang mengatur secara khusus tentang
keagenan, namun berlakunya perjanjian keagenan didasarkan pada peraturan
dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata)
mengenai kebebasan berkontrak dan pemberian kuasa Selain itu juga diatur di
dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD)
mengenal makelar dan komisioner. Salah satu kriteria vang utama dalam hal
keagenan adalah bahwa agen bertindak untuk dan atas nama prinsipalnya.
(Sumantoro, 1986:68)

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan hak dan
kewaiiban secara timbal bahk harus dipenuhi dan berlaku mengikat diantara
mereka yang bersepakat. Dengan demikian kedua belah pihak terikat pada apa
yang telah mereka sepakati dalam perjanjian kerjasama keagenan maupun dalam
peraturan perundang-undangan vang berlaku Sebagaimana vang dinyatakan
dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata vang menvatakan “Semua perjanjian
yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang
membuatnya”. Perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik, dalam arti
bahwa antara para pihak vang terikat harus mempunvai kemampuan vang baik
dalam melaksanakan perjanjian itu sesuai dengan isinya.

KUH Perdata menganut asas kebebasan berkontrak, memberikan
kebebasan bagi para pihak dalam menentukan isi dari perjanjian itu dan
diperbolehkan membuat perjanjian apa saja yang akan mengikat sebagaimana
mengikatnya undang-undang. Walaupun dalam perjanjian menganut  asas
kebebasan berkontrak, tetapi dalam pembuatan suatu perjanjian atau kontrak harus
tetap memperhatikan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak bertentangan dengan

ketentuan Undang-undang vang berlaku.
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PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta mengadakan perjanjian
kerjasama keagenan antara CV. Titipan Kilat Jember sebagai agen di kabupaten
Jember, guna memasarkan dan menyelenggarakan jasa penginman barang.
Perjanjian kerjasama keagenan ini dibuat secara tertulis yang telah dilegalisasi
oleh Notaris. Adanya penanjan kenasama keagenan. maka akan timbul
pelaksanaan tanggung jawab oleh masing-masing pihak serta dimungkinkan
dalam pelaksanaan perjanjian tidak selamanya diikuti dengan pemenuhan prestasi
oleh masing-masing pihak yang bersepakat. Berkaitan dengan hal tersebut diatas,
maka penulis ingin menganalisa dalam suatu karya ilmiah skripsi dengan judul
“Analisis Yuridis Perjanjian Kerjasama Keagenan Antara PT. Citra Van

Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember".

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi im terkait dengan pokok
permasalahan mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama keagenan, mekanisme
asuransi terhadap barang kiriman vang dilakukan oleh PT. Citra Van Titipan Kilat
Pusat Jakarta serta penyelesaian apabila terjadi wanprestasi antara PT Citra Van
Tiki Pusat Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember.

1.3 Rumusan Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka untuk memperjelas
pembatasan pembahasan tulisan skripsi ini dapat dikemukakan suatu kerangka
permasalahan yang diformulasikan sebagai berikut :
|, Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama keagenan antara PT. Citra
Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember ?
2. Bagaimanakah mekanisme asuransi terhadap barang kiriman vang dilakukan

oleh PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta ?

lad

Bagaimanakah penyelesaian jika salah satu pihak melakukan wanprestasi?
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1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini memiliki dua jenis tujuan utama yang hendak dicapai.

Yaitu tujuan umum dan tujuan khusus

1.4.1. Tujuan Umum

Tujuan umumnya adalah :

1.

Guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi ilmu hukum dan
mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu
hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan.

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan
khususnya pada CV. Titipan Kilat Jember vang melakukan perjanjian

kerjasama keagenan dengan PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khususnya adalah

L.

Untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan perjanjian kerjasama keagenan
antara PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan CV. Titipan Kilat
Jember.

Untuk mengkaji dan menganalisa mekanisme asuransi terhadap barang
kinman yang dilakukan oleh PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta. .

Untuk mengkaji dan menganalisa penyelesaian apabila salah satu pihak

melakukan wanprestasi.

1.5 Metodologi

Metode penulisan merupakan suatu unsur yang sangat penting sebagai

proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud
Marzuki, 2005:35).
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Suatu penelitian selalu mempunyai tujuan pokok yaitu ingin menerangkan
atas fenomena yang terjadi. Untuk memahami fenomena itu peneliti harus
menghubungkan fenomena satu dengan vang lainnya diperlukan data-data dan

kemudian dianalisa yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam peneliian ini adalah pendekatan
yundis normatif, yaitu merupakan suatu teknik pendekatan mas.al_ah dimana data
dianalisis dengan mempergunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku
berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang akan dibahas, selain itu juga
didukung dengan penelitian dilapangan dengan melakukan wawancara dengan
pihak-pihak terkait, yaitu dengan melakukan observasi di Titipan Kilat Jember,

guna memecahkan masalah dalam penyusunan sknipsi ini

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini
melalul dua sumber bahan hukum yang dipergunakan vaitu
a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang diperoleh
dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pendapat sarjana dan norma-
norma yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini
Bahan hukum pnmer yang digunakan sebagai acuan utama adalah peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas
b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum
vang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum
meliputi  buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan
komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005 141).
¢. Bahan-Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum ini digunakan untuk melengkapi sumber-sumber

lain yang dirasa penulis kurang lengkap dalam menjawab isu hukum yang
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dihadapi. Bahan non hukum terdiri dan wawancara, dialog, kesaksian ahli hukum
di pengadilan, seminar, ceramah dan kuliah (Peter Mahmud Marzuki, 2005:164 ).
Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan CV. Titipan Kilat

Jember.

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum penulisan ini mempergunakan bahan-
bahan yang diperoleh dengan pendekatan konseptual yang diperlukan dengan
studi literatur, yaitu dengan mempelajari, menelusuri, mengkaji, dan menganalisa
peraturan perundang-undangan, dokumentasi, dan lain sebagainya serta juga
melakukan observasi dengan cara wawancara secara langsung dengan CV. Titipan
Kilat Jember.

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum setelah semua terkumpul dalam penelitian im kemudian
disusun secara sistematis dan terarah Penulis menggunakan metode deduktf
yaitu berpangkal dan pnnsip-prinsip umum menuju ke prinsip-prinsip khusus.
Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah secara kualitatif, yakni pengolahan
bahan-bahan hukum non-statistik (Peter Mahmud Marzuki, 2005:41-42).

Langkah vyang harus dilakukan oleh penulis selanjutnva adalah
mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk
menetapkan isu hukum vyang hendak dipecahkan; pengumpufan bahan-bahan
hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi, juga bahan-bahan non
hukum; melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan
yang telah dikumpulkan; menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang
menjawab isu hukum; memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah

dibangun didalam kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:171).
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BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta adalah salah satu badan usaha
swasta vang bergerak di bidang penvelenggaraan jasa titipan yang dikenal dengan
nama TIKI. yang memasarkan dan menyelenggarakan jasa pengiriman barane
dengan ijin  nomor 465/JT/DIRJEN/1995, sebelumnya berbentuk CV
(Commanditaire  1ennootschap).  Dalam  aktifitasnya memasarkan  dan
menyelenggarakan jasa penginman barang yang dilakukan oleh PT Citra Van
Tiipan Kilat Pusat Jakarta, harus mampu meningkatkan tuntutan masyarakat akan
semakin tingginya kebutuhan jasa pengiriman barang Sehingga PT. Citra Van
Titipan Kilat Pusat Jakarta harus dapat mendayagunakan sumber dava vane ada
sebagar upaya untuk meningkatkan dava saing dengan kompetitor dan
membenkan pelavanan vang maksimal kepada konsumen dalam membeli jasz
kunr

Untuk memenuhi semua tuntutan itu, maka salah satu usaha vang
dilakukan oleh PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta untuk meningkatkan
dava saing adalah dengan melakukan perluasan pasar dengan menjalin kerjasama
dengan pihak lain sebagai agen yang memiliki akses lebih baik dalam
memasarkan dan menyelenggarakan pengiriman barangnya di seluruh wilavah
Indonesia, seperti jangkauan luas wilayah penghantaran. kecepatan dan ketepatan
penginman serta didukung dengan sarana operasional dan tenaza vang handal
berpengalaman dalam bidang jasa kurir sehingga dapat memberikan rasa aman
pada konsumen,

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat
Jakarta dengan agen-agennya adalah dengan menggunakan sistem kerjasama
keagenan, di mana sistem kerjasama keagenan ini merupakan salah satu strategi
bisnis untuk memperluas jaringan kerja (nefwork) dengan mengandeng pihak lain
untuk dapat bekerjasama vyang saling menguntungkan (win-win) Dengan
keunggulan komparatif masing-masing pihak maka akan terjadi saling mengisi

Keuntungan dengan sistem keagenan adalah biaya pengeluaran yang tidak terlalu


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

tinggi sebab semua biaya operasional ditanggung oleh masing-masing agen titipan
kilat. .Sr:rta pihak agen akan memperoleh keuntungan dari memasarkan dan
menyelenggarakan jasa pengiriman barang yang semakin dibutuhkan masyarakat

Pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta melakukan kerjasama
keagenan, salah satunya dengan CV_ Titipan Kilat Jember yang berkedudukan di
Jalan Ahmad Yam Nomor 91 Jember, yang dituangkan dalam bentuk perjanjian
kerjasama keagenan No, 19/SPK-D/TIKI-Dirut/VI/2003 vang dibuat pada tanggal
19 Juni 2003 di Jakarta dan dilecalisasi oleh Notaris.

Beberapa hal yang mendasari terselenggaranya perjanjian kerjasama
keagenan antara PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan CV. Titipan
Kilat Jember sebagai agen yang memasarkan dan menyelenggarakan jasa
penginman barang, antara lain adalah -
| Dalam memasarkan dan menyelenggarakan jasa pengiriman barang, perlu

menjalin kerjasama dengan pihak lain vang saling menguntungkan sebagai
dgen. schingga dapat memberikan pelavanan vang maksimal kepada

masyarakat;

-2

Meminimalkan cost sehingga tercapai efisiensi perusahaan dan memperoleh

pemingkatan kinerja perusahaan yang semakin baik:

=¥}

Melakukan perluasan wilayah atau jangkauan penghantaran dan jaringan
operasional akan memperbesar peluang pasar dan semakin besar pula calon
konsumen yang akan dibidik:

4. Bahwa penyelenggaraan perjanjian kerjasama keagenan tersebut didasarkan
pada kesepakatan antara kedua belah pihak vaitu PT. Citra Van Titipan Kilat
Pusat Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember vang dituangkan dalam suatu
perjanjian. (hasil wawancara dengan Bapak Sandy Wijaya, S H)

Kerjasama keagenan yang dilakukan antara PT. Citra Van Titipan Kilat

Pusat Jakarta dengan CV Titipan Kilat Jember terlebih dahulu harus memenuhi

beberapa persyaratan untuk menjadi agen yang telah ditetapkan oleh PT. Citra

Van Titipan Kilat Pusat Jakarta Langkah yang harus ditempuh untuk menjadi

agen, yang dilakukan oleh agen yaitu CV. Titipan Kilat Jember membuat suatu

permohonan rekomendasi yang ditunjukkan kepada pihak PT. Citra Van Titipan
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Kilat Pusat Jakarta, jika permohonan tersebut disetujui maka agen harus

memenuhi semua persyaratan sebagai agen yang telah ditentukan dan pihak agen

akan mendapatkan pembentahuan guna menandatangani perjanjian Kerjasama

keagenan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak (hasil wawancara dengan

Bapak Sandy Wijaya, S H.).

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum vyang digunakan dalam menganalisa penulisan skripsi

adalah sebagai berikut :

|. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya °

a

L]

Pasal 1233

Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun undang-
undang.

Pasal 1313

Suatu persetujuan ada'ah suatu perbuatan dengan mana salu orang atau

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih

Pasal 1320

Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :
_ sepakat mereka yang mengikatkan dinnya,

_ kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
_suatu hal tertentu;

_ suatu sebab yang halal.

S P T B R

Pasal 1338

Semua perjanjian persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian itu tidak
dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau
karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk
itu; suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

Pasal 1792

Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang

memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk

atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.
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f Pasal 1793

Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu
tulisan dibawah tangan, bahkan sepucuk surat ataupun dengan lisan
Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan
disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang, khususnya -

a. Pasal 76

Komisioner adalah seorang vang menyelenggarakan perusahaannya
dengan melakukan perbuatan-perbuatan menutup persetujuan atas nama
atau firma dia sendiri, tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dan
dengan menerima upahan atau provisi tertentu.

b. Pasal 77

Kepada pihak dengan siapa ia bertindak, komisioner itupun tak diwajibkan
menyebut akan pihak atas tanggungan siapa tindakan itu dilakukannya
seolah-olah tindakan itu urusan dia sendiri. ia secara langsung terikat pada
pihak lain dalam persetujuan

c. Pasal 79

Jika namun itu seorang komisioner bertindak atas nama pengamanatnya,
maka segala hak dan kewajibannva, pun terhadap pihak ketiga. dikuasai
oleh ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata
pada bab tentang pemberian kuasa; ia tak mempunyai hak mendahulu
termaksud dalam pasal-pasal dibawah ini.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Pasal | angka |

Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih.
dengan mana pihak penangeuny mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan
menernma premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggeung
karena kerugian. kerusakan atau kehilangan keu ntungan yang diharapkan atau
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita
tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk
memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya
seseorang yang dipertanggungkan.

Pasal 1 angka 2

Obyek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia,

tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang,

rusak, rugi dan atau berkurang nilainya,
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Pasal 1 angka 5
Perusahaan asuransi kerugian adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam
penanggulangan resiko atas kerugian atau kehilangan, manfaat dan tanggung

jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa vang tidak pasti.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 55 Tahun 2003 tentang
Penyelenggaraan Jasa Titipan.

Pasal 1 angka |

Penvelenggaraan Jasa titipan adalah kegiatan vang dilakukan untuk menerima.
membawa dan atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan uang
dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya

Pasal 1 angka 2

Penyelenggara Jasa Titipan adalah badan hukum vang dibentuk berdasarkan
hukum Indonesia dalam hal ini Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi vang
telah memiliki surat izin penyelenggaraan Jasa Titipan (SIPJT)

Pasal 1 angka 12

Kantor Pusat adalah kantor penvelenggara vang menvelenggarakan usaha jasa
titipan dengan ruang lingkup nasional.

Pasal | angka 13

Kantor Agen adalah kantor pembantu yang menyelenggarakan jasa titipan atas
dasar kerjasama dengan kantor pusat atau cabang penyelenggara jasa titipan,
Pasal 4 ayat (1)

Penyelenggara jasa titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)

dapat mendirikan kantor cabang dan atau kerjasama dengan kantor agen

Surat Perjanjian Kerjasama Keagenan antara PT Citra Van Titipan Kilat Pusat
Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember Nomor 19/SPK-D/TIKi-
DIRUT/V1/2003
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2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya Dan Perjanjian Kerjasama
2.3.1.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Istilah perikatan adalah terjemahan dari istilah Belanda “verbintenis™
Perikatan lebih umum dipakai dalam literatur hukum Indonesia, meskipun ada
pula yang menterjemahkan dengan perjanjian atau persetujuan. Perikatan diatur
dalam Buku II1 KUH Perdata di mana perkataan perikatan mempunyai arti yang
lebih luas dan perkataan perjanjian, sebab dalam Buku 111 KUH Perdata tersebut
diakui juga perhal perikatan yang sama sekali tidak bersumber pada suatu
perjanjian atau persetujuan, yaitu perikatan yang timbul dari pengurusan
kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan, tetapi sebagian besar
ditujukan pada perikatan yang timbul dari perjanjian (Subekti, 2001:122),

Pengertian dari suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang
berjani kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 2002-1). Dan peristiwa ini timbulah suatu
hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan Perjanjian vang
dibuat menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. dalam
bentuknya perjanjian itu berupa rangkaian perikataan yang mengandung janji-janji
atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis,

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu
menerbitkan perikatan Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan. karena
kedua belah pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu Jadi perjanjian itu
merupakan sumber perikatan yang terpenting, Perikatan itu berisikan perjanjian
dan masth merupakan suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah
suatu penstiwa hukum yang konkrit (Subekti, 2001:122).

Sedangkan pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUH
Perdata dikatakan bahwa: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu
orang atau lebih mengikatkan dinnya terhadap satu orang atau lebih lainnya™
Ketentuan pasal tersebut kurang memuaskan, karena itu suatu perjanjian akan

lebih luas dan tegas jika pengertian perjanjian diartikan sebagai suatu persetujuan
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dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan
suatu hal mengenai harta kekayaan (Abdulkadir Muhammad, 2000:224)
Perjanjian yang dibuat haruslah memenuhi syarat-syarat yang menjadi
sahnya suatu perjanjian sehingga diakui oleh hukum. Sebagaimana dalam Pasal
1320 KUH Perdata untuk syarat sahnya perjanjian, secbagai berikut
| Adanya kata sepakat diantara para pihak yang mengikatkan dirinya,
Bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada kesesuaian
kemauan atau saling menyetujui kehendak para pihak vang mengadakan
perjanjian dengan tiada suatu paksaan, kekeliruan dan penipuan yang
menyebabkan kesepakatan tidak sempurna.

2. Ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan |
Kecakapan merupakan svarat umum yang juga harus dipenuhi untuk dapat
melakukan perbuatan hukum secara sah. Cakap menurut hukum pada asasnya
adalah setiap orang yang sudah dewasa yaitu berumur 21 tahun, tidak berada
dalam pengampuan dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

3. Ada suaru hal tertentu:
Apa yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau
suatu barang yang cukup jelas atau tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan
jenisnya. Sedangkan mengenai barang vang diperjanjikan itu harus ada atau
sudah ada ditangan si terutang pada waktu perjanjian dibuat.

4. Ada suatu sebab yang halal,
Suatu sebab yang halal dimaksudkan tidak lain pada isi perjanjian itu sendiri.
Mengenai syarat ini Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa “ suatu
perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu
atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum

Mengenai syarat kata sepakat dan kecakapan tertentu dinamakan sebagai
syarat subvektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subyeknya atau orang
yang mengadakan perjanjian, Sedangkan syaral mengenai suatu hal tertentu dan
suatu sebab yang halal dinamakan sebagai syarat obyektif, karena kedua syarat

tersebut isinya mengenai obyek perjanjian dari perbuatan hukum yang dilakukan.
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Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan dan
jika syarat obyektifnya ini tidak dipenubhi, perianjian itu batal.

Berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian, maka suatu perjanjian
yang dibuat secara sah akan berlaku mengikat pada kedua belah pihak Hal im

[

sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan “semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
vang membuatnya . Kepatutan dibutuhkan pada waktu membuat perjanjian,
sedangkan itikad baik dibutuhkan untuk melaksanakan perjanjian. Pada Pasal
1338 KUH Perdata juga mempunyai muatan esensi yang terpenting yang menjadi
asas dalam perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak. Dimana dalam hukum
perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk
mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asal tidak melanggar kesusilaan dan
ketertiban umum serta harus tetap mengindahkan syaral-syarat untuk sahnya
perjanjian, baik syarat umum sebagaimana disebut dalam Pasal 1320 KUH
Perdata maupun svarat khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu. Dengan
adanva kebebasan berkontrak. maka para pihak pembuat perjanjian diperbolehkan
menyimpang dan ketentuan peraturan-peraturan yang termuat dalam Buku 11l
KUH Perdata Peraturan-peraturan dalam Buku Ketiga KUH Perdata hanya
merupakan hukum pelengkap atau aanvullend recht (Subekti, 2001:128).
Sehingga para pihak diperbolehkan menciptakan ketentuan sendin untuk
mengatur kepentingan mereka sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Jika
mereka tidak mengatur sendiri kepentingannya dalam perjanjian, maka akan
diberlakukan pasal-pasal dalam hukum perikatan
Adapun asas-asas umum hukum perjanjian adalah sebagai berikut :
| Asas kekuatan mengikat, bahwa suatu asas yang berhubungan dengan
mengikatnya suatu perjanjian. Asas ini terdapal dalam KUH Perdata Pasal
1338 ayat (1), sehingga apabila salah satu pihak yang mengadakan perjanjian
ada yang tidak melaksanakan isi perjanjian yang mereka bual, maka dapat
menimbulkan akibat hukum yaitu pihak yang dirugikan dapat menuntut
pelaksanaan perjanjian itu. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan

ketertiban umum dan kesusilaan ,
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2. Asas konsensualitas, yaitu bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat
secara lisan antara dua orang atau lebth mengikat dan menimbulkan
kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian, setelah mencapail kata sepakat,
ini berarti perjanjian yang mengikat berlaku sebagai perikatan bagi para
pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, walau demikian untuk
menjaga kepentingan para pihak diadakanlah bentuk-bentuk formalitas:

3. Asas kebebasan berkontrak, asas kebebasan berkontrak mendapatkan dasar
eksistensinya dalam rumusan Pasal 1320 KUH Perdata angka 4 yaitu suatu
sebab yang halal Dengan asas kebebasan berkontrak para pihak yang
membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan
membuat kesepakatan atau perjanjian apa saja sepanjang prestasi yang wajib
dilakukannya bukanlah sesuatu vang terlarang

4 Asas berlakunya suatu perjanjian, vaitu perjanjian hanya berlaku bagi para
pthak yang membuatnya dan tidak ada pengaruh bagi pihak ketiga, termasuk
untuk mendapatkan keuntungan dari adanva suatu perjanjian tersebut. kecuali
vang telah diatur dalam undang — undang

Pasal 1233 KUH Perdata mengatur tentang sumber perikatan, bahwa
“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena undang-
undang”. Perikatan yang lahir dari perjanjian, berarti memang dikehendaki dan
diinginkan oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian.
Sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai perikatan hukum dan dua orang atau
dua pihak yang mengadakan perjanjian itu benar-benar terikat pada janji yang
mereka sepakati bersama, sedangkan perikatan yang dilahirkan dari undang-
undang diadakan oleh undang-undang diluar kemampuan para pihak yang
bersangkutan.

Atas dasar tersebut, maka pengertian perjanjian dapat diartikan bahwa
perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling
mengikatkan dirinya untuk saling berjanji dan melakukan sesuatu. yang nantinya
akan menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik diantara masing-masing

pihak dalam lapangan harta kekayaan..
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2.3.1.2 Pengertian Perjanjian Kerjasama

Setiap orang untuk dapat mencapai tujuannya dalam kehidupan ini, tidak
mungkin dapat bekerja sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, untuk itu
diperlukan suatu kerjasama. Dengan melakukan kerjasama dengan orang lain,
maka kemungkinan untuk dapat tercapai tujuannya akan lebih besar Perjanjan
kerjasama terdiri dari dua kata yailu perjanjian dan kerasama Pengertian
perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanp kepada seseorang lain
atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal
(Subekti, 2002:1). Pengertian kerjasama adalah perbuatan bantu membantu atau
yang dilakukan bersama-sama (WJS. Poerwadarminta, 2006.578)

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa peranjian
kerjasama adalah perjanjian vang diadakan oleh dua orang atau lebih vang saling
mengikatkan dini dan bersama-sama melakukan suatu kegiatan untuk mencapai
tujuan bersama, biasanya untuk melakukan jasa-jasa tertentu dan bersedia
membavar sejumlah upah Biasanva isi dar akta atau surat perjanjian kerjasama
memuat apa saja yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan
kesepakatan, yaitu mengenai kedudukan para pihak dan pasal-pasal mengenai hak

dan kewajiban para pihak.

2.3.2 Pengertian Agen

Agency bila ditejemahkan berarti perwakilan, yang dalam bahasa Belanda
disebut dengan verfegenwoordiging. Agency dapat lahir dan suatu perjanjian
maupun karena undang-undang Dalam peraturan perundang-undangan kita
masih belum banyak vang mengatur mengenai agency Terhadap keagenan akan
diperlakukan ketentuan-ketentuan peraturan dalam KUH Perdata dan KUHD,
akan diberlakukan perjanjian pemberian kuasa yang termaktub dalam KUH
Perdata, dan ditambah dengan beberapa peraturan dalam KUHD vang mengenal
pembedaan antara perwakilan langsung dan perwakilan tidak langsung vaitu
makelar yang bertindak atas nama pihak lain dan komisioner vang bertindak atas

nama diri sendiri, yang dalam praktek sudah tidak popular lagi. Biasanya istilah
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agen yang lebih popular dan lebih senng digunakan dalam literatur dan
mempunyai karakteristik yang umum. Dengan demikian agency mempunyai
persamaan dengan pemberian kuasa,

Keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan bisnis yang cukup
berkembang saat ini. Salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan pihak
lain baik dengan pihak lokal maupun dengan pihak asing dalam bentuk keagenan
Dengan dilakukannya berbagai bentuk hubungan bisnis tidak lain dimaksudkan
untuk mencari keuntungan, mempercepat proses pemasaran produknya dan
ketidakmampuannya dalam masalah permodalan.

Menurut Suhamoko (2004:39) keagenan dalam praktek kegiatan bisnis
diartikan sebagai hubungan hukum antara prinsipal dengan agennya, dapat berupa
perwakilan, dimana agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal, meskipun
terdapat juga unsur jual beli, bila agen bertindak untuk dirinya sendiri.

Pengertian agen menurut para ahli mempunyai hakekat yang sama,
pendapat tersebut adalah:

“Keagenan dalam kegiatan bisnis biasanya diartikan sebagai suatu
hubungan hukum, dimana seorang pihak agen diberi kuasa untuk bertindak
untuk dan atas nama orang atau pihak prinsipal untuk melaksanakan
transaksi bisnis dengan pihak lain” (Soebagijo dalam Sumantoro. 1986:
244).

“Agen adalah orang yang diberi kuasa oleh orang lain yang disebut
sebagai prinsipal untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga atas
nama prinsipalnya, biasanya agen dibayar melalui gaji, komisi atau upah”
(Abdulkadir Muhammad, 1986:278),

“Apen adalah suatu perusahaan yang bertindak atas nama prinsipil, karena
agen tidak melakukan pembelian dari prinsipil. Barang-barang tetap
menjadi milik prinsipil sampai diselesaikannya proses penjualan melalui
penyaluran atau penyampaian barang kepada pihak konsumen” (Mariam
Badrulzaman, 1994:31)

“Agen adalah seseorang atau suatu perusahaaan yang mewakih pihak
lainnya (yang disebut dengan prinsipal) untuk melakukan kegiatan bisnis
(misalnya menjual produk) untuk dan atas nama pnnsipal kepada pihak
ketiga dalam suatu wilayah pemasaran tertentu, dimana sebagai imbalan
atas jerih payahnya itu, agen akan mendapatkan komisi tertentu (Munir
Fuady, 2002:244),
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Menurut Munir Fuady ( 2002:247) keagenan dapat diklasifikasikan ke

dalam beberapa jenis, yaitu;

I

ka

Agen Manufaktur | adalah agen vang berhubungan langsung dengan
manufaktur untuk melakukan pemasaran atas seluruh atau sebagian barang-
barang hasil produksi pabrik tersebut.

Agen Penjualan, merupakan wakil darn pihak penjual yang bertugas untuk
menjual barang-barang milik pihak prinsipal kepada pihak konsumen,

Agen Pembelian, menupakan wakil dari pihak pembeli yang bertugas untuk
membeli barang-barang untuk pihak prinsipal.

Agen Umum, adalah agen yang diberikan wewenang secara umum untuk
melakukan seluruh transaksi atas barang-barang yang telah ditentukan

Agen Khusus, adalah agen yang diberikan wewenang khusus kasus per kasus
atau melakukan sebagian saja dan transaksi tersebut,

Agen Tunggal, adalah penunjukkan hanya satu agen untuk mewakili prinsipal
di suatu wilayah tertentu.

Menurut Keputusan Menten Perhubungan Nomor: KM 55 Tahun 2003

Tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan pada pasal | angka 14, pengertian kantor

agen adalah kantor pembantu yang menyelenggarakan jasa titipan atas dasar

kerjasama dengan kantor pusat atau cabang penyelenggara jasa titipan.

2.3.3 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dan istilah dalam bahasa belanda yaitu wanprestaiie

vang berarti tidak memenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan dalam

perjanjian, baik perjanjian yang lahir karena perjanjian maupun karena undang-

undang, Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, kewajiban yang telah ditetapkan

dalam perjanjian atau yang disebut dengan prestasi dapat berwujud

1.

b2

fand

Memberikan sesuatu
Berbuat sesuatu

Tidak berbuat sesuatu
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Sedangkan pengertian wanprestasi, kadang juga disebut dengan istilah “cidera

Janji”. Yang dimaksudkan dengan cidera janji adalah tidak dilaksanakannya suatu

prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama

(Mumir Fuady, 2002:17).

Untuk menentukan kesalahan dalam wanprestasi yang disengaja maupun
lalai, ada tiga hal keadaan yaitu
I. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya tidak memenuhi kewajibannya

yang telah disanggupi dalam perjanjian;

2. Memenuhi prestasi, tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, artinya
pemenuhan prestasi tidak baik atau keliru dalam pelaksanaannya, tidak sesuai
dengan isi perjanjian;

3. Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu, artinya memenuhi prestasi tetapi
terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi
(Abdulkadir Muhammad. 2002:21)

Menurut pendapat lain menambahkan satu keadaan lagi yang menentukan
debitur dikatakan sengaja atau lalai dalam memenuhi prestasi, vaitu melakukan
sesuatu perjanjian yang tidak boleh dilakukannya (Subekti, 2002:45).

Ada dua alasan yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban, yaitu -

1. Kesalahan debitur karena kesengajaan maupun kelalaian,

2. Keadaan memaksa (force majenr aiau overmacht) atau diluar kehendak
debitur, sehingga debitur tidak bersalah

Force majeur atau overmach! merupakan peristiwa yang terjadi diluar

kemampuan manusia dan tidak dapat dihindari kedatangannya, hal ini dapat

terjadi disebabkan oleh manusia, misalnya adanya kekerasan yang diakibatkan
perbuatan manusia, dan juga bisa disebabkan oleh alam yaitu adanya bencana
alam.

Kreditur dapat memilih tuntutan yang berupa :

1. Pemenuhan perjanjian,

2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugy;

3. Ganti rugi saja,

4. Pembatalan perjanjian,

5. Pembatalan disertai ganti rugi (Subekti, 2002:53).
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Menurut  Abdulkadir Muhammad (2002:204) Cara memperingatkan
debitur supaya ia dapat memenuhi prestasinya adalah diberi peringatan tertulis
yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu
yang telah ditentukan, jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur
dinyatakan lalai atau wanprestasi

Selain itu menurut Subekti (2002:47) ditegaskan pula apabila seorang
debitur sudah diperingatkan dan secara tegas ditagih janjinya, maka jika 1a tetap
tidak melakukan presatsinya, ia berada dalama keadaan lalai atau alpa dan
terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi vyaitu ganti rugi, pembatalan
perjanjian dan peralihan resiko.
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BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Keagenan antara PT. Citra Van

Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember

Penvelenggaraan jasa titipan adalah kegiatan vang dilakukan untuk
menerima. membawa dan atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket dan
uang dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya Hal tersebut telah
diatur di dalam Pasal 1 angka (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM
55 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraaan Jasa Titipan. Scbagaimana bunvi
ketentuan di atas. maka PT Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta merupakan
salah satu pihak penyelenggara jasa titipan, berbentuk badan hukum persero
Terbatas yang telah memiliki Surat Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan (SIPJT)

PT Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dalam aktivitasnya memasarkan
dan menvelenggarahan usaha jasa pengiriman barang harus mampu memenuhi
tuntutan kebutuhan masvarakar vang semakin tinggi Untuk mencapai tujuan
tersebut pithak PT Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta menjalin kenasama
keagenan. yang salah satunya dengan CV Titipan Kilat Jember selaku agen untuk
memasarkan dan menyelenggarakan jasa pengiriman barang di wilayah Jember
dan sekitarnya Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa penyvelenggara
jasa titipan setelah mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal dapat mendirikan
kantor cabang dan atau kerjasama dengan agen

Berkaitan dengan hal tersebut pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat
Jakarta diperbolehkan membuat penanjian kerjasama keagenan dengan masing-
masing agennya, salah satunya dengan CV Titipan Kilat Jember Dimana pihak
PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta sebagai pihak pertama, sedangkan pihak
CV. Titipan Kilat Jember sebagai pihak kedua Antara pihak pertama dan pihak
kedua telah dicapai kata sepakat dan saling mengikat diri untuk menyerahkan dan
menerima tanggung jawab pelaksanaan agen tunggal dari pihak pertama PT Citra
Van Titipan Kilat Pusat Jakarta untuk dacrah Jember dalam memasarkan dan

menyelenggarakan jasa pengiriman barang, serta dengan ketentuan bahwa pihak
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kedua berhak untuk mengangkat dan menutup sub agen yang berada dibawah
koordinasinya di wilayah Jember atas persetujuan pihak pertama
Perjanjian kerjasama keagenan tersebut merupakan perjanjian tertulis yang
telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang vaitu Notaris, dalam bentuk baku
yang konsepnya ditulis dan disusun oleh pihak PT Citra Van Titipan Kilat Pusat
Jakarta, pihak kedua yaitu CV. Titipan Kilat Jember tinggal menandatangani
apabila menyetujui ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan.
Perjanjian kerjasama keagenan vang dibuat antara PT Citra Van Tipan
Kilat Pusat Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember. Nomor 19/SPK-D/TIKI-
Dirut/V1/2003 telah memenuhi syarat-syaral sahnya suatu perjanjian sebagaimana
dicantumkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, vaitu-
I Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
suatu pernyataan kesepakatan dalam suatu perjanjian kerjasama keagenan
nomor 19/SPK-D'TIKI-Dirut'VI/2003 antara PT Citra Van Tipan Kilat
Pusat Jakarta dengan C\ Titipan Kilat Jember tertuang dalam bentuk

pembubuhan tanda tangan kedua belah pihak

]

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian:

cakap menurut hukum pada asasnva adalah seliap orang vang sudah dewasa
berumur 21 tahun, tidak berada dibawah pengampuan dan tidak dilarang oleh
peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam perjanjian kerjasama keagenan
para pihak yang membuat perjanjian tersebut adalah orang yang cakap hukum

Suatu hal tertentu

laa

Mengenai suatu hal tertentu dalam perjanjian kerjasama keagenan ini adalah
PT Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta menyerahkan tanggung jawab
pelaksanaan agen tunggal PT Citra Van Titipan Kilat untuk daerah Jember
kepada pihak kedua CV. Titipan Kilat Jember dalam memasarkan dan
menyelenggarakan jasa penginman barang
4. Suatu sebab vang halal.

Mengenai maksud dari dibuatnya perjanjian serta isi dalam pasal-pasal
perjanjian kerjasama keagenan ini tidak terdapat ketentuan yang berlawanan

dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum
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Penvyelenggaraan perjanjian dilakukan paling sedikit oleh dua pihak atau
lebih sebagai subyek hukum, dapat berupa orang ataupun badan hukum. Sebelum
dilaksanakannva perjanjian kerjasama keagenan tersebut, ada beberapa ketentuan
dan syarat-svarat vang harus dipenuhi oleh CV  Titipan Kilat Jember untuk
menjadi agen. antara lain
I Melampirkan foto copy denah lokasi (terletak dijalan protokol),

2. Mempunyai surat izin tempat usaha;
3. Memberikan uang jaminan sebesar Rp 23 000.000 - (dua puluh lima juta):
4. Melampirkan surat pernyataan tunduk terhadap ketentuan / peraturan yang

berlaku di perusahaan PT. Citra Van Titipan Kilat

Lh

Melampirkan akta pendinan perusahaan berbentuk PT, CV atau Koperasi.

6. Melampirkan foto copy identitas diri.

7. Memiliki NPWP dari kantor pajak setempat;

8 Memiliki sarana dan prasarana operasional vaitu, umbangan 0-30 ke, sarana
transportast rmammal 2 mobil box dan 3 sepeda motor

Unituk menjalin kerjasama keagenan Titipan Kilat. terlebih dahulu calon
agen membuat atau mengajukan suatu permohonan rekomendasi yang
ditunjukkan kepada pihak pusat vaitu PT Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakana
dan harus memenuhi persvaratan sebagai agen sebagmmana dijelaskan di aras
Jika permohonan tersebut telah disetujui oleh pihak PT Citra Van Titipan Kilat
Pusat Jakarta maka agen akan mendapatkan pembentahuan untuk datang kepada
PT Citra Van Tuwipan Kilat Pusat Jakarta guna menandatangani perjanjian
kerjasama keagenan vang telah dibuat oleh pusat yaitu PT. Citra Van Titipan Kilat
Pusat Jakarta dan disetujui oleh pihak agen..

Kerjasama keagenan antara PT Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta
dengan CV. Titipan Kilat Jember, merupakan strategi bisnis untuk memperluas
jaringan kerja dan mengefisiensi biaya pengeluaran perusahaan PT. Citra Van
Tipan Kilat Pusat Jakarta, sebab semua biaya operasional ditanggung oleh
masing-masing agennya. Kerjasama tersebut dilakukan dengan sistem keagenan
terpusat artinva. sebagai agen vang sistem kerjanya berada dibawah pengawasan

PT Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta Dimana CV. Titipan Kilat Jember harus
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mematuhi  standarisasi yang tertuang dalam SOP (Standarisasi Cperating
Procedure) baik mengenai kebijakan-kebijakan maupun ketentuan-ketentuan yang
dibuat oleh pihak PT Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta vang harus
dilaksanakan oleh masing-masing agennva.

Dapat disimpulkan bahwa CV Titipan Kilat Jember sebagal agen yang
bertindak untuk dan atas nama pihak PT Citra Van Titipan Kilat Pusat
Jakarta,sehingga konsekuensinya pihak pusat bertanggung jawab atas transaksi
vang dilakukan oleh agen dengan konsumen Akan tetapt dalam perjanjian
kerjasama keagenan tersebut, pihak pertama tidak bertanggung jawab sepenuhnya
atas klaim kiriman yang hilang, rusak atau salah kirim sepanjang disebabkan oleh
tindakan agen dan belum diterima oleh pihak pertama. Namun pihak PT Citra
Van Titpan Kilat Pusat Jakarta akan bertanggung jawab dengan memberikan
bantuan penyelesaian penggantian beban klaim kepada pihak kedua vyang
diperhitungkan dalam prosentase kepada masing-masing pihak

Perjanjian kerjasama keagenan Nomor 19'SPK-D TIKI-Dirut'VI/2003
vang dibuat antara PT. Citra \'an Titipan Kilar Pusat Jakarta dengan C\' Titipan
Kilat Jember memuat tentang ketentuan dan syarat-syaral yang telah
diperjanjikan, antara lain mengenai nama perjanjian. tangeal perjanjian. identitas
para pihak, hak dan Kewajiban para pihak. pengalihan, berlakunya perjanjian
kerjasama  keagenan, berakhimya perganjian  kerjasama keagenan seria
penyelesaian perselisihan.

Hak dan kewajiban vang dicantumkan dalam perjanjian  kerjasama
keagenan antara PT, Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan CV Titipan
Kilat Jember Nomor 19/SPK-D/TIKI-Dirut/V1/2003 tersebut harus dapat dipenuhi
oleh para pihak.

Adapun hak-hak agen CV. Titipan Kilat adalah

I, Menerima tanggung jawab pelaksanaan agen tunggal dari pihak pertama
untuk daerah Jember dengan ketentuan pihak kedua berhak untuk membuka.
menutup, mengangkat dan melepaskan pimpinan sub agen untuk daerah

lember atas persetujuan tertulis pihak pertama;

Fd

Berhak mendapatkan komisi yaitu dengan cara prosentase
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Kewajiban-kewajiban agen CV. Titipan Kilat Jember diantaranya -

-2

Lid

Membayar biaya penanganan penghantaran sampai dengan kepada penerima
kiriman barang,

Menanggung semua biaya operasional dalam pelaksanaan keagenan tersebut
seperti biaya perawatan gedung, inventaris kantor dan kendaraan. biava
telepon, listrik, air, gaji. jaminan sosial seragam karyawan, biava perijinan
serta semua jenis pajak yang dikenakan atas kegiatan keagenan,

Mematuhi dalam hal keseragaman/standarisasi mengenai seragam karvawar.
barang cetakan, logo TIKI, SOP (Standarisasi Operating Procedure). biaya
transit dan biaya penerus. pelayanan, souvenir, barang logistik dan kebijakan-
kebijakan dan ketentuan dalam kegiatan keagenan dengan sebaik-baiknya dan
tidak diperkenankan untuk membuat atau merubah sendii apa vang telah
ditetapkan oleh pihak pertama:

Pihak kedua dengan segenap sub agen dibawah pengawasannva bersedia
untuk tdak membuka atau menjadi agen/perwakilan atau kerjasama lainnva
dengan perusahaan yang sejenis dengan PT Citra Van Titipan Kilat Pusat
Jakarta dan pihak kedua wajib mematuhi larangan untuk tidak mengirim
langsung ketujuan tanpa melalui pihak pertama;

Pihak kedua wajib berusaha untuk melaksanakan kegiatan keagenan sebaik-
batknva dan berusaha menghindari terjadinya pelanggaran hukum serta
membebaskan pihak pertama dari segala tuntutan dan proses hukum apabila
pthak kedua melanggar peraturan selama menjadi pelaksana agen tunggal
untuk daerah jember,

Wajib menverahkan surat perjanjian yang dibuat oleh pihak kedua dengan sub
agen vang ada dibawah koordinasinya untuk mengetahui dan menyetujui serta
disahkan oleh pihak pertama:

Pihak kedua mematuhi segala ketentuan yang berlaku dalam perusahaan pihak
pertama, baik ketentuan-ketentuan sebagai hasil konsensus-konsensus rapat-
rapat pimpinan yang pemah dibuat dan masih berlaku serta mematubi segala

ketentuan sehubungan dengan persyaratan yang telah ditentukan vang
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menyangkut peraturan tentang barang kiriman yang boleh dan tidak boleh
diterima;

Bertanggung jawab dan mengganti sepenuhnya ganti rugi kinman yang
hilang, rusak atau salah kirim yang disebabkan oleh pihak kedua, bilamana
belum diserahkan kepada pihak pertama:

Pihak kedua tidak diperkenankan untuk menjual, menggadaikan atau
memindahkan, mengoperkan surat perjanjian kerjasama keagenan maupun
status keagenan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak

pertama;

10. Menyetor pada pihak pertama untuk kiriman barang keluar

Sedangkan hak-hak pihak pertama vaitu PT Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta
adalah

1

!‘-...'I

Berhak untuk menunjuk sub agen yang ada dibawah koordinasi pihak kedua
untuk menjadi agen utama. dengan adanva alasan-alasan vang kuat. seperti
sub agen dibawah koordinasi agen utama telah memenuhi svaral untuk
ditunjuk menjadi agen utama. faktor pengabdian sub agen vang sudah lama
tanpa cacat |

Berhak menunjuk pejabat sementara untuk mewakili kepentingan pihak

pertama pada agen yang dinilai bermasalah:

Kewajiban-kewajiban dari pihak pertama adalah

I

£

Ui

Bersedia memberikan bantuan penyelesaian penggantian beban klaim kepada
pihak kedua yang diperhitungkan dalam prosentase penilaian kasus per kasus
vang dibebankan kepada masing-masing agen vang bersangkutan,

Bersedia memberikan kemudahan dalam penyelesaian proses klaim kepada
pihak asuransi yang ditunjuk;

Membayar biaya penanganan penghantaran kiriman barang sampai dengan
kepada penerima kiriman:

Memberikan subsidi vang diperhitungkan dalam prosentase untuk barang-
barang logistik yang berlogo TIK1 dan pakaian seragam T1KI

Pelaksanaan kejasama keagenan antara PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat

Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember yang tercantum dalam surat perjanjian
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kerjasama keagenan Nomor 19/SPK-D/TIKI-Dirut/VI/2003 adalah sebagai

berikut -

| Pihak CV. Titipan Jember harus membeli langsung dan tidak diperkenankan
untuk membuat sendiri atau merubah apa vang telah ditetapkan oleh PT. Citra
Van Titipan Kilat Pusat Jakarta, antara lain mengenal standarisasi atau
keseragaman barang cetakan, seragam karvawan, logo TIKI, SOP, biaya

transit dan biaya penerus, pelayanan, souvenir dan barang logistik lainnya,

a

Tanggung jawab diserahkan kepada CV Titipan Kilat Jember dalam

memasarkan atau menjual dan menyelenggarakan jasa pengiriman barang, jika

ada komplain dari customer di wilayah Jember.

3. Pendapatan yang diterima oleh CV. Titipan Kilat Jember berupa komisi
dengan sistem prosentase. vaitu untuk kiriman masuk jenis reguler mendapat
10 % dan ongkos kirim, 1500 untuk jenis kirimap mo day service dan over
meht servicedan 20 %5 untuk kiriman someday service.

Penannan kerjasama keagenan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga)
tahun sebagaimana telah dicantumkan dalam surat penanjian kerjasama keagenan
Nomor 19 SPK-D/TIKI-Dirut/V1/2003 pasal XIll. Apabila perjanjian kerjasama
keagenan telah berakhir dan para pihak INgin memperpanjang perjanjian
kerjasama keagenan tersebut, maka para pihak dapat membuat perjanjian
kerjasama Keagenan yang baru. baik dengan isi perjanjian yang sama seperti vang
dulu atau dapat dirubah dan ditambah isi perjanjiannya dengan jangka waktu yang
sama vaitu 3 (tiga) tahun (hasil wawancara dengan Bapak Sandy Wijava. SH)

Perjanjian herjasama keagenan tersebut memberikan kemungkinan bagi
pihak kedua untuk mengalihkan hak dan kewajiban karena sesuatu hal tidak
mampu melanjutkan kerjasama, maka yang berhak untuk melanjutkan kerjasama
keagenan ini adalah anggota pengurus atau persero yang namanya tercantum
dalam akia pendirian perusahaan dan pihak pertama juga berhak menunjuk
pejabat sementara untuk mewakili kepentingan pihak pertama pada agen tersebut

Salah satu pihak vang berkehendak untuk memutuskan perjanjian
kerjasama keagenan ini, sebaiknya dilakukan sebelum jangka waktu 3 (tiga) tahun

maupun akan berakhirnya masa berlaku surat perjanjian kerjasama keagenan 1ni


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

28

dengan ketentuan pihak yang mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan

maksud tersebut secara tertulis paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sebelumnva

Penyelenggaraan perjanjian kerjasama keagenan yang dilakukan antara
PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan CV  Titipan Kilat Jember.
mengakibatkan pihak CV  Titipan Kilat Jember sebagai agen dapat bertindak
sebagal penerima kuasa. meskipun tidak secara tegas dinvatakan dalam perjanjian
kejasama keagenan, namun sebagaimana vang dinyatakan dalam Pasal 1973
KUH Perdata bahwa kuasa itu dapat diberikan baik dalam bentuk akta umum.
tulisan ataupun secara lisan serta dapat bertindak sebagai komisioner Dimana
seorang komisioner menurut pasal 76 KUHD adalah

“Seseorang vang menvelengearakan perusahaannya dengan melakukan

perbuatan- perbualan menutup persetujuan atas nama atau firma dia sendiri.

tetapi atas amanat dan tanggungan orang lam dan dengan menerima
upahan atau provisi tertentu”

C\' Titipan Kilat Jember dapar bertindak sebagal penenma kuasa maupun
bertindak sebagai komisioner. vang dapar dijelaskan sebagai bernkut
I Sebagai penerima kuasa. agen C\' Titipan Kilat Jember dapat melakukan

perbuatan hukum atas nama pihak PT Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta
dalam pelaksanaan tangeung jawabnva memasarkan dan menvelenggarakan
jasa pengiriman barang di wilavah Jember:

2. Sebagai seorang komisioner, jika agen CV Titipan kilat Jember berbuat atas
namanya sendin dalam hal menvelesaikan persoalan dengan Konsumen
fentang penvelenggaraan pengiriman  barang. dimana konsumen tidak
berhubungan langsung dengan pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat
Jakarta.

PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta sebagaimana yang tertuang
dalam pada Pasal XIIl perjanjian kerjasama keagenan nomor 19/SPK-D/TIKI-
Dirut/V1I/2002 menvebutkan bahwa para pihak secara tegas dan setuju untuk
menyimpang atau melepaskan dari ketentuan Pasal 1266 yang mengatur tentang
pengakhiran perjanjian melalui pengadilan. dan pada Pasal 1267 KUH Perdata

tentang pemberian ganti rugi dalam bentuk apapun apabila perjanjian ini diakhiri
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Sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 1266 KUH Perdata bahwa
“pembatalan suatu perjanjian hanya dapat dilakukan setelah adanya keputusan
pengadilan”. Maksudnya adalah apabila melakukan pemutusan perjanjian tidak
cukup hanya mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis saja. namun harus
mengajukan gugatan ke pengadilan negeri vang berwenang dan menu nggu adanva
keputusan pengadilan vang membenarkan dilakukannyva pemutusan penanjian
tersebut. Untuk menghindar prosedur tersebut, maka dalam perjanjian kerjasama
keagenan antara PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan CV' Titipan
Kilat Jember setuju untuk melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH
Perdata. karena dirasakan prosedur tersebut memerfukan waktu vang lama dan
biaya vang cukup banyak. Oleh karena asas hukum perjanjian kita menganut asas
kebebasan atau terbuka. maka dalam praktek para pihak dapat melakukan
pemutusan perjanjian kerjasama keagenan sesuai dengan ketentuan-ketentuan
vang mereka perjanjikan dalam perjanjian .

Pihak yvang memutuskan perjanjian kerjasama keagenan tersebut biasanva
adalah PT Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta Dalam hal mengakhin atau
memutuskan perjanjian kejasama keagenan tersebut, maka pthak vang akan
memutuskan perjanjian memberitahukan maksud tersebu secara tertulis paling
lambat 30 hari sebelum jangka waktu yang telah ditetapkan maupun berakhirnva
masa berlaku perjanjian tersebut, tanpa menunggu adanva keputusan pengadilan.
apabila !
| Pihak kedua terbukti telah melakukan hal-hal vane merugikan pihak pertama

baik materil maupun moril,

r

Pihak kedua membuka usaha kerjasama dengan perusahaan sejenis.
Pihak kedua dengan sengaja menunda-nunda penyelesaian hutang piutang,

Pihak kedua mengalami kebangkrutan;

N

Pihak kedua terlibat kasus pidana atau perdata terhadap pihak lain vang dapat
merugikan nama baik pihak pertama

Perjanjian kerjasama keagenan antara PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat
Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember masih belum mengatur ketentuan untuk

mengatasi terjadinya masalah atau sesuatu vang berada diluar kemampuan para
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pihak (force majeure) . Yang secara nyata mempengaruhi pelaksanaan perjanjian

kerjasama keagenan tersebut

3.2 Mekanisme Asuransi Terhadap Barang Kiriman Yang Dilakukan Oleh
PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta

CV. Titipan Kilat Jember selaku agen dari PT. Citra Van Titipan Kilat
Pusat Jakarta dalam pelaksanaan tanggung jawabnya untuk memasarkan dan
menyelenggarakan jasa pengiriman barang di wilayah Jember, tidak terlepas dari
kemungkinan terjadinva kerusakan atau kehilangan barang kiriman baik yang
disebabkan karena kesengajaan, kelalaian bahkan karena keadaan memaksa yang
merupakan suatu resiko yang harus dihadapi oleh setiap perusahaan yang bergerak
dibidang jasa pengiriman barang

Untuk menjaga mutu pelayanan kepada konsumen apabila ada tuntutan
klaim terhadap barang kiriman vane hilang atau rusak. maka pthak C\" Titipan
Kilat Jember vang bertanggung jawab dalam menyelesaikan klaim asuransi
dengan memberikan ganti rugi Untuk menghindari resiko dari kehilangan atau
kerusakan terhadap kinman barang vang hilang atau rusak. maka pihak PT. Citra
Van Titipan Kilat Pusat Jakarta beserta masing-masing agen Titipan Kilat
melindungi barang kirimannnya dengan asuransi

Pihak agen yaitu CV. Titipan Kilat Jember dalam melaksanakan asuransi
terhadap kiriman barang vang hilang atau rusak dibantu oleh pihak pertama vyaitu
PT Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta. dengan memberikan kemudahan dalam
penyelesaian proses klaim kepada pihak asuransi vang telah ditunjuk,
sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian kerjasama keagenan nomor 19/SPK-
DITIKI-Dirut/V1/2003 pada Pasal VII1.

Pihak asuransi yang ditunjuk merupakan perusahaan asuransi kerugian,
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Pasal | angka 5,
perusahaan asuransi kerugian adalah “perusahaan vang memberikan jasa dalam
penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat. dan tanggung jawab

hukum kepada pihak ketiga. vang timbul dari peristiwa vang tidak pasti”
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Dalam hal ini, pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta menjalin
kerjasama dengan pihak Asuransi Ramayana, dimana pihak PT Citra Van Titipan
Kilat Pusat Jakarta sebagai pihak tertanggung dan pihak Asuransi Ramavana
sebagai pihak penanggune.

Menurut Pasal | angka 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang
Usaha Perasuransian “obyek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga
kesehatan manusia, tanggungjawab hukum, serta semua kepentingan lainnya vang
dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainva™  Mengenai obvek
pertanggungan dalam penyelenggaraan pengiriman barang yang dilakukan oleh
PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan pihak asuransi Ramayana
adalah
I Barang atau isi paket yaitu berupa,

a ﬁarang~barang baru, maksudnya barang tersebut masih baru paling lama
S hari dari tanggal pembelian dengan menunjukkan faktur pembeliannva.
seperti Hand phone. televisi. radio. almari es. sepeda motor dan
sebagainva.

b Barang-barang bukan baru, vaitu barang bekas yang lebih dari 5 hari
dan tanggal pembelian;

¢ Barang seni, berupa lukisan.

= Segala jenis barang yang dikirim berupa dokumen berharga. berupa
a  STNK mobil atau sepeda motor:

b BPKB mobil atau sepeda motor.

L]

Mutasl kendaraan.

d ljazah,

¢.  Pasport,

f. Sertifikat tanah atau rumah:
g  Akta kelahiran;

h Dokumen perbankan:
i.  Dokumen asuransi:
1 Swurat kuasa;

K Surat perjanjian, dan sebagainya.
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Penggantian biaya ganti kerugian untuk barang kiriman berupa barang-
barang baru yang diasuransikan adalah maksimal senilai harga vang tertera
didalam faktur pembelian, untuk barang-barang bukan baru nilai penggantian
yang diberikan adalah sesuai dengan harga bekas di pasaran atau menurut tafsiran
penilaian pihak PT Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta, untuk barang seni dan
budaya nilai maksimum adalah Rp. 2.000.000-, (dua juta rupiah) sedangkan nilai
penggantian untuk dokumen berharga adalah maksimal senilai Rp. 2.000.000,-
(dua juta rupiah) Penetapan harga pertanggungan Rp 2.000.000-, (dua juta
rupiah) merupakan batas maksimum ganti rugi Dengan tanif premi asuransi
sebesar 2%o0 (dua perseribu) dari harga pertanggungan, yang ditanggung oleh
konsumen, dan telah ditentukan oleh pihak asuransi Ramayana.

Menurut Mohammad Nurul Hidayat (2003:30) pelaksanaan pembavaran
premi ini dilakukan dengan cara sebagai berikut.
| Pihak’ asuransi menginmkan suatu tagihan premi kepada pihak PT T ipan

Kilat untuk setiap .:'hatu minggu. yang dilampiri dengan kwitansi dan rincian

premi berdasarkan faktur penginman barang dan pihak PT. Titipan Kilat,

I

Pihak PT Tiipan Kilat melunasi seluruh tagihan tersebut paling lambat 7
(tujuh) han setelah menerima tagihan dari pihak asuransi,

Tata cara pengajuan klaim apabila terjadi kerusakan dan kehilangan
barang vang dilakukan oleh masing-masing agen dari PT Citra Van Titipan Kilat.
apabila ada tuntutan penggantian biava ganti rugi terhadap barang kiriman yang
dilakukan cleh konsumen adalah harus dilakukan sesegera mungkin setelah
diketahui adanva kerugian

Menurut Mohammad Nurul Hidayat (2003:30) pelaksanaan asuransi hanya
bersifat optional atau penawaran, tergantung pada pihak pengirim, tetapi pihak
Titipan Kilat selalu menawarkan asuransi kepada pengirim.

Pengajuan klaim harus dilengkapi dengan dokumen pendukung atau
dokumen pelengkap. vang antara lain

| Swurat tuntutan ganti rugi atau formulir pengajuan klaim;

(R

Aplikasi atau resi jasa kiriman asuransi;

Tad

Berita acara kerusakan atau kehilangan barang kiriman
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Dokumen-dokumen tersebut dilampirkan jadi satu dalam pengajuan klaim yang
diajukan oleh konsumen kepada pihak agen di suatu wilayah dimana dia
mengirimkan barangnya (hasil wawancara dengan Bapak Sandy Wijaya, S H)

Pengajuan klaim beserta dokumen-dokumen pelengkap tersebut oleh pihak
agen PT Citra Van Titipan Kilat dikirimkan atau ditembuskan kepada pihak PT.
Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta untuk diselesaikan oleh PT Citra Van
Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan pihak asuransi vaitu Ramayana.

Menurut Bapak Sandy Wijava selaku Perwakilan PT Citra Van Titipan
Kilat di Jember, yang dapat menyelesaikan pengajuan dan pembayaran klaim
hanyalah pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta kepada pihak asuransi
Ramavana. Pengajuan klaim vang dilakukan oleh PT Citra Van Titipan Kilat
Pusat Jakarta kepada pihak Asuransi Ramavana harus dilakukan sesesera
mungkin, paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah diketahui adanya kerugian
Pengajuan klaim harus dilengkapi dengan {iok‘umen-dmku_men pelengkap atau
pendukung sebagaimana yang telah disebutkan diatas. vang telah diterima oleh
pthak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dari agennva -

Adanya bantuan yang dilakukan oleh pihak PT Citra Van Titipan Kilat
Pusat dalam memberikan kemudahan dalam penyelesaian proses klaim kepada
pihak asuransi, menunjukkan adanva itikad baik dalam pelaksanaan peranjian

kerjasama keagenan tersebut.

3.3 Penyelesaian Jika Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi Dalam
Perjanjian Kerjasama Keagenan

Pembuatan suatu perjanjian pada umumnya dicantumkan mengenai
penyelesaian masalah, sebab suatu perjanjian tidak bisa dijamin akan terhindar
dari adanya kemungkinan terjadi perselisihan di kemudian hari Untuk
menegakkan hak-hak para pihak. maka dua jalan vang ditempuh. vaitu melalui
jalur pengadilan atau melalui jalur musyawarah, tetapi ilmu hukum mempunyai
alternatif” lain yaitu arbitrase (Richard Burton Simatupang, 2003:41) Biasanya
cara penyelesaian suatu perselisihan atau sengketa yang tmbul dalam perjanjian

dapat melalui |

.
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I Secara litigasi melalui jalur pengadilan, apabila terjadi sengketa dari suatu
perjanjian akan diselesaikan secara perdata dengan adanva surat gugatan ke
pengadilan.  Proses di pengadilan umumnya diselesaikan melalui usaha
perdamaian atas anjuran hakim. bila dengan jalan perdamaian tidak dapat

diselesaikan prosedur pen clesaiannya akan memakan waktu vang anjang;
! yang p L

[

Secara non litigasi melalui jalur musvawarah, suatu perdamaian yang
dilakukan di lvar pengadilan vang dilakukan secara intern oleh para pihak
yang bersengketa tanpa adanva pihak lain, dengan melakukan perundingan

untuk menyelesaikan perselisihan.

ld

Alternatif lain melalu lembaga arbitrase, adalah suatuy cara penvelesaian
perselisihan dengan bantuan pihak ketiga, bukan hakim. walaupun dalam
pelaksanaan putusannya harus dengan bantuan hakim

Pelaksanaan suatu  perjanjian kerjasama  keagenan jueca dapat
dimungkinkan akan timbul masalah-masalah persleiisihan, demikian juga halnva
dengan PT Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan CV  Titipan Kilat
Jember vang dapat menvebabkan terhambatnya suatu pelaksanaan kewsajiban-
kewajiban dalam perjanjian kerjasama keagenan Untuk mengantisipasi timbulnyva
masalah perselisihan, para pihak sepakat dan secara tegas telah ditentukan dalam
perjanjian tersebut = Adapun cara-cara penyelesaian perselisihan dalam perjanjian
kerjasama keagenan nomor 19/SPK-D/T IKI-Dirut/VI/2003 pada pasal XV adalah
sebagai berikut :
L. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian
kerjasama keagenan, maka pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta
dan CV. Titipan Kilat jember yang ditunjuk sebagai agen di wilavah Jember
telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan tidak akan
mempublikasikan atau mengumumkan kepada masyarakat luas. Mengenai
hal-hal lain vang belum diatur secara lengkap dalam perjanjian kerjasama
keagenan ini akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat. vang
dilakukan dengan mengadakan perundingan atau rapat-rapat pimpinan

perwakilan agen utama di masing-masing wilaya Indonesia, vang dituangkan
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dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani, serta merupakan bagian vang
tidak terpisahkan.

3

Bilamana dengan cara musyawarah dan mufakat tersebut belum dapat diatasi
atau ndak menghasilkan kata sepakat tentang tata cara penyelesaian
perselisihan, maka kedua belah pihak vaitu PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat
Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember telah sepakat untuk mengatasi atau
menyelesaikan perselisihannya akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri
yang berwenang vaitu Pengadilan Negen Jakarta Pusat.

Menurut Bapak Sandy Wijaya selaku perwakilan/ agen dari PT. Citra Van
Titipan Kilat untuk wilayah Jember, Apabila timbul masalah perselisihan antara
PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan masing-masing agennva, semua
permasalahan tersebut tidak pernah sampai ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk
sebagaimana dalam perjanjian kerjasama keagenan vaitu Pengadilan Neger]
Jakarta Pusat Hal ini karena kedua belah pihak secara tegas dinvatakan dalam
perjanjian kerjasama keagenan untuk mengevampingkan atau melepaskan
ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata. sebab denean cara ini akan
memberikan keuntungan dari segi wakiu dan biaya, sehingga penyelesaian
perselisihannya diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat

Permasalahan perselisihan dapat diakibatkan oleh para pihak vang
melaksanakan perjanjian kerjasama keagenan tersebut, disebabkan adanva
wanprestasi. Menurut bapak Sandy Wijaya, ada beberapa hal vang menyebabkan
terjadinya wanprestasi, yaitu -

Wanprestasi vang dilakukan oleh agen. antara lain

I. Tidak mengantarkan kiriman barang tepat pada waktunya dan udak
melanjutkan kiriman transit;

2. Membuka usaha kerjasama atau melayani jasa kiriman dengan perusahaan

sejenis selain PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakaria:

Lag

Sengaja menunda-nunda penyelesaian hutang piutang;

+a

Tidak membuat laporan keuangan tiap bulannya.
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Wanprestasi tidak hanya dimungkinkan dilakukan oleh masing-masing agen
Titipan Kilat, namun juga dapat dimungkinkan dilakukan oleh pusat vaitu pihak
PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakana, yaitu .

I Pembayaran komisi lama,

2 Tidak membenkan subsidi atau memberikan subsidi lama.

Pihak pusat yaitu PT Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta apabila
melakukan wanprestasi tidak begilu dipermasalahkan dan penyelesaiannya
dilakukan secara kekeluargaan, yaitu pihak agen hanva memberikan surat
pemberitahuan secara tertulis kepada PT Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta,
untuk dapar ditanggapi dan ditindak lanjuti. Jika pihak agennya yang melakukan
wanprestasi. maka langkah yang dilakukan oleh pihak PT. Citra Van Titipan Kilat
Pusar Jakarta untuk menvelesaikan perselisihan tersebut adalah dengan cara
memberikan surat teguran terlebih dahulu kepada agennya yang bermasalah
Apabila langkah pertama dengan memberikan surat teguran tersebut tidak
dihiraukan oleh pihak agen. langkah selanjutnya pihak PT Citra Van Titipan Kilat
Pusat Jakarta mengadakan musvawarah dengan agen tersebur. dan bila
musyawarah tersebut gagal atau tidak berhasil, maka langkah terakhir diadakan
suatu pemutusan perjanjian kerjasama keagenan terhadap agen vang bermasalah
tersebut dengan surat pemberitahuan secara tertulis (hasil wawancara dengan
Bapak Sandy Wiyava, S H).

Dengan adanya pemutusan perjanjian kerjasama keagenan. maka agen
tidak diperbolehkan untuk memasarkan dan menyelenggarakan jasa pengiriman
barang beserta pemakaian logo dari Titipan Kilat seperti papan reklame bermerk,
stempel, barang cetakan dan wajib menyelesaikan semua hutang piutang yang
belum terselesaikan. Hal ini sesuai yang dicantumkan dalam surat perjanjian
kerjasama keagenan nomor 19/SPK-D/TIKI-Dirut/VI/2003 antara PT. Citra Van
Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember pada pasal XI
tentang berakhirnya perjanjian, Setelah ada pemberitahuan secara tertulis tersebut,
maka pihak PT Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta mempunyai hak untuk

memndak lanjuti dengan datang atau turun langsung ke lokasi agennya vang
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bermasalah untuk mengambil dan memindahkan segala material vang mempunyai
nama atau logo dari pihak pertama yaitu TIK]

Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT Citra Van Titipan Kilat Pusat
Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember, sejauh ini dilaksanakan dengan baik
Pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta maupun pihak CV. Titipan Kilat
Jember belum pernah melakukan wanprestasi. karena kedua belah pihak selaly

berusaha untuk mentaati isi dari perjanjian kerjasama keagenan tersebut
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BAB 4. KESIMPUL

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan

dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

-3

Perjanjian kerjasama keagenan antara PT Citra Van Titipan Kilat Pusat
Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember merupakan perjanjian secara tertulis
yang telah dilegalisasi oleh notaris, vang konsepnya dibuat dan ditulis oleh
pihak pertama, serta mengikat dan menimbulkan hak dan kewajiban masing-
masing pihak. Perjanjian tersebut dilakukan untuk jangka waktu 3 tahun.
Pelaksanaan perjanjian kerjasama keagenan tersebut minim dar perlindungan
karena beberapa Ketentuan penting seperti klausula bagaimana cara
memperpanjang perjanjian, force majeure tidak diatur dalam perjanjian
tersebut

Mekanisme asuransi terhadap barang kiriman yvang hilang atau rusak
dilakukan pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusar Jakarta sebagai pihak
tertanggung bekerjasama dengan pihak asuransi Ramayana sebagai pihak
penanggung yang memberikan penggantian atas kerugian, kerusakan atau
kehilangan barang kiriman sesuai dengan penetapan harga pertanggungan
untuk obyek pertanggungan yang telah ditentukan dalam polis asuransi yang
telah ditetapkan oleh pihak asuransi Ramayana, dengan tarif premi asuransi
sebesar 2 %o (dua perseribu) dari harga pertanggungan yang harus dibayar
oleh konsumen.

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yaitu PT. Citra Van
Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan CV. Titipan Kilat Jember, pada dasarnya
akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Langkah pertama yang
dilakukan oleh PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dalam
menyelesaikan perselisihan dengan agen yang bermasalah adalah dengan
memberikan surat teguran atau peringatan, kemudian dilakukan musyawarah
dan mufakat. Apabila dengan musyawarah ini tidak berhasil Maka akan

dilakukan pemutusan perjanjian kerjasama keagenan.

38
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4.2 Saran

Untuk menjamin terlaksananya perjanjian kerjasama keagenan yang lebih
baik hendaknya kedua pihak mematuhi ketentuan-ketentuan vang disepakati
serta melengkapi isi perjanjian dengan beberapa ketentuan yang penting dan
menumjang pelaksanaan perjanjian tersebut schingga dapat memberikan
perlindungan bagi para pihak.

Dengan adanya asuransi terhadap pengiriman barang yang dilakukan oleh
pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta dengan pihak asuransi
Ramayana tidak hanya bersifat penawaran saja pada konsumen, tetapi
merupakan sesuatu yang wajib. Sehingga PT. Citra Van Titipan Kilat
dubarapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada konsumen.

Guna mengantisipasi terjadinya perselisihan vang mungkin timbul dari
pelaksanaan perjanjian kerjasama keagenan, hendaknva para pihak
melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik serta dilakukan
pengawasan dan pembinaan dani pihak PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat
Jakarta terhadap masing-masing agennva.
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DEPARTEMEN PENDIDIK AN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

RKﬂimmmﬂKmsTegaﬂ:omekPmﬂJﬂnbn 68121

| (0331) 335462 — 330482 Fax. 330482

ST ——

Perihal : Ijin Penelitian

Yth PIMPINAN PT.CITRAVAN

di -
JEMBER

: 3474/125.1.1/PP.9/ 2006

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama
kepada Saudara seorang mahasiswa -

Nama : RATNA MURTININGSIH

NIM : 020710101072

Program : § 1 lmu Hukum

Alamat - J1. Sriwijaya XIV No. 7 Jember

Keperluan

TITIPAN KILAT JEMBER

Jember, 11 September 2006

ini dengan hormat menghs

ANTARA PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT PUSAT JA

DENGAN CV. TITIPAN KILAT JEMBER

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, kar
dari. penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih

Tembusan Kepada Yth

* Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata

Yang bersangkutan
Arsip

SEPAAT
o Ni'v‘“'
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) TIKK§

WWW . tikinel.co.id

Nomor :D2BEX/TIKI/VI2006 Jember, 29 Nopember 2006
Lampiran £
Perthal :Ijin Penelitian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember

Di

Jember

Dengan hormat,
Menunjuk surat saudara Nomor 3474/125.1.1/PP 9/2006 penhal sebagaimana
dalam 1s1 surat, dengan ini diberitahukan bahwa -

Nama - Ratma Murtiningsih

NIM 020710101072

Program - S1 llmu Hukum

Alamat JI. Sowijaya XTIV No 7 Jember

Adalah benar telah melakukan penelitian dan wawancara pada instans: kam: Trrpan
Kilat Jember sejak tanggal 12 September 2006 sampai 20 Nopember 2006, untuk
melengkapt bahan skrpsinya vang befudul “Analisis Yuridis Perjanjian
Kerjasama Keagenan Antara PT. Citra Van Titipan Kilat Pusat Jakarta
Dengan CV. Titipan Kilat Jember™.

Demikian surat keterangan im dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana

mestinya.

Pimpinaf Titipan Kilat Jember
Tembusan:
- Kantor Pusat Titipan Kilat Jakarta
- Arsip
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SURAT PERJANJIAN

No. 19/SPK-D/TIKI-Dirut/VI/2003

TENTANG

KERJASAMA KEAGENAN

ANTARA
PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT PUSAT - JAKARTA

DENGAN

CV. TITIPAN KILAT JEMBER
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/ SURAT PERJANJIAN

KERJASAMA KEAGENAN
No. 19/SPK-D/TIKI-Dirut/V1/2003

Pada hari ini, kamis tanggal 19 Juni 2003, pihak-pihak ¥ang tersebut dibawah ini -

L. H. Soeprapto Soeparno Direktur Utama PT. Gitra Van Titipan Kilat dalam Jjabatanmy
tersebut yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nam
PT. Citra Van Titipan Kilat, berkedudukan di Jalan Rade
Saleh No. 2 Jakarta selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA -

II. Sandy Wijaya, SH. Direktur CV. Titipan Kitat Jember, dalam Jabatannya terseby,
yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Cv
Titipan Kilat Jember, berkedudukan di Jalan Jend.A.Yan
No.91 Jember, selanjutnya disebyt PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa kedua belah pihak bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjiar,
‘erjasama keagenan PT. Citra Van Titipan Kilat, yang diatur datam Pasal-pasal sebagai berikyt -

. PIHAK PERTAMA menyetujui menyerahkan tanggung jawab pelaisanaan Agen Tunggal PT. Gitra
Van Titipan Kilat untuk daerah Jember kepada PIHAK KEDUA —— —

Van Titipan Kilat dari PIHAK PERTAMA untuk daera » dengan ketentuan PIHAK
K untuk membuka, menutup, mengangkat dan N pimpinan kantor Sub Agen
untuk daerah tersebut tetapi tetap atas persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA — -
PASAL 11

a. Dalam pelaksanaan Keagenan tersebut kedua belah PIHAK bersedia dan menyetujui untuk
membayar biaya Penanganan (Handling Cost) Pengantaran Sempai dengan kepada Penerima
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' . PIHAK KEDUA bersedia menanggung semua biaya rutin operasional dalam piiak

PT. Citra Van Titipan Kilat untuk daerah Jember seperti Biaya Eksploitasi:igia
Gedung, Inventaris Kantor dan Kendaraan, Biaya telepon, listrik, Air, Biaya Gaji, Jarmi

dan Seragam Karyawan, Biaya Perijinan dsb. Serta Ssemua jenis pajak yang dikenakan ata<
kegiatan Keagenan tersebut adalah tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya,

. PIHAK KEDUA bersedia mematuhi dalam hal Kesemgamanismndaﬁsasi, baik mengenai Seragam
Karyawan, Barang Cetakan, Logo TIKI, SOP (Standard Operating Procedure), Biaya Transit dar.
Biaya Penerus, Pelayanan, Souvenir, Barang Logistik dan kebijakan-Kebijakan yang dibuat oleh
PIHAK PERTAMA. Dan PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk membuat sendiri/merubah ape
yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA —-—— -

PIHAK KEDUA wajib memakai Biaya Transit dan Biaya Penerus, yang telah ditetapkan oleh PIHAK
PERTAMA dan tidak diperkenankan dengan maksud apapun mempergunakan Biaya Transit dan
Biaya Penerus yang berbeda dan Juga wajib menghitung berat dan/atau mengukur volume dari
setiap kiriman dengan sebenar-benamya.

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengambil keuntungan dalam pengajuan Biaya Transit dan
Biaya Penerus .—

» PIHAK KEDUA dengan segenap Sub Agen yang ada dibawah pengawasannya secara bersama-

sama demi hukum bersedia dan menyetujul untuk tidak membuka atau menjadi  Agen/
Perwakilan/Cabang atay kenasama lainnya dari perusahaan yang sejenis dengan PT. Citra Van
Titipan Kilat dan PIHAK KEDUA wajib mematuhi larangan untuk tidak mengirim langsung ketujuan
tanpa melalui PIHAK PERTAMA, serta membebaskan PIHAK PERTAMA dari tuntutan dan proses

ketentuan diatas,

- PIHAK KEDUA waijib berusaha untuk melaksanakan kegiatan keagenan sebaik-baiknya dan
berusaha menghindari terjadinya pelanggaran hukum baik Pidana maupun Perdata serta
pelanggaran peraturan peraturan yang berlaku. Dan dengan ini PIHAK KEDUA membebaskan
PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan dan proses hukum baik Pidana maupun Perdata apabila
PIHAK KEDUA melanggar Peraturan/melakukan tindakan melawan hukum baik Pidana maupun
Perdata selama menjadi pelaksana Agen Tunggal PIHAK PERTAMA untuk daerah Jember.————

PASAL Vv

PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk menunjuk Sub Agen yang ada dibawah koordinasi PIHAK
KEDUA untuk menjadi Agen Utama, apabila

ditunjuk menjadi Agen Utama. =

Perkembangan fasilitas transportasi udara yang membuka penerbangan langsung yang dinilai

menguntungkan bagi jaringan bisnis PT. Citra Van Titipan IKiat. —~s——-veesnes -—

- Faktor-faktor lain yang berkembang pesat sehingga perubahan status diharapkan akan membawa

nilai komersil yang lebih ekonomis atau bisa lebih memacu kemampuan untuk menggali potensi

wilayah Sub Agen tersebut, atau faktor pengabdian Sub Agen yang sudah lama tanpa cacat dan
3
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Hukum Perdata sepanjang mengatur tentang ‘pemberian ganti kerugian ddlam. ©

apabila perjanjian ini diakhiri, ------- T s
o

PASAL X1V =t

jenjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut diatas oleh PIHAK PERTAMA apabila :
Terbukti PIHAK KEDUA telah melakukan hal-hal yang merugikan PIHAK PERTAMA baik yang
bersifat materiil maupun moril.
PIHAK KEDUA membuka usaha kerjasama dengan Perusahaan sejenis.
PIHAK KEDUA dengan sengaja menunda-nunda penyelesaian Outstanding.
Perusahaan PIHAK KEDUA mengalami kebangkrutan, yang menjadikan perusahaan PIHAK KEDUA
tidak dapat bekerja.—- - e

PIHAK KEDUA terlibat kasus Pidana ataupun Perdata terhadap PIHAK lain yang dapat
merugikan nama baik PIHAK PERTAMA. ——- ——

PASAL XV

Perselisihan-perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini akan
diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah PIHAK.
Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat tidak dapat diselesaikan dengan baik, kedua belah
PIHAK bersepakat memilih dan menyelesaikannya pada kedudukan hukum yang tetap di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL XVI

Segala ketentuan dan syaret-syarat dalam perjanjian ini berlaku dan mengikat bagi PIHAK-PIHAK
yang menandatangani atau pengganti-penggantinya dan mereka memperpieh keuntungan dari
padanya. :

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan bersama medalui Musyawarah
dan mufakat serta dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani serta akan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian
ini.

PASAL XVII

@t perjanjian kerjasama keagenan ini dibuat rangkap 2 (dua) dan keduanya bermaterai cukup dan
npunyai kekuatan hukum yang sama. Dan telah diterima oleh kedua belah PIHAK pada saat surat
janjian ini selesai ditanda tangani tanpa unsur paksaan, dengan maksud untuk saling terikat, —---—

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
PT. CITRA VAN TITIPAN /rc;LAT
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2.

g. Rp.750,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk biaya pena :
kiriman Over Night Service (ONS). - s

h. 10% (Sepuluh Persen) untuk biaya penanganan barang kiriman Sameday Service
(SS).— -

Apabila PTHAK KEDUA tidak membayar biaya penanganan barang setiap bulannya
kepada PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri surat perjanjian
kerjasama keagenan ini sebelum jangka waktu yang tersebut dalam perjanjian
No.19/SPK-D/TIKI-Dirut/V1/2003 ini.

Pasal 4

Ayat 4 daleam Pasal 11 dari Surat Perjanjian No.19/SPK-DfTIKI-Dirut/V1/2003, yaitu
mengenai:

1.

PIHAK PERTAMA memberikan Subsidi sebesar 30% (Tiga Puluh Persen) untuk
barang—barang logistik yang berlogo TIKI kepada PIHAK KEDUA dan biaya kirim
akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA memberikan Subsidi sebesar 50% (Lima Puluh Persen) untuk
pembelian pakaian seragam TIKI dan biaya kinm akan dibebankan kepada PIHAK
FERTAMA,

PIHAK PERTAMA tidak mengenakan biaya untuk barang-barang promasi / souvenir
TIKI kepada PIHAK KEDUA. :

Surat Perjanfian Tambahan 1 (Addendum I) ini mengacu pada Surat Perjanjian
Kerjasama Keagenan No.19/SPK-D/TIKI-Dirut/VI/2003 dan merupakan sstu kesatuan
dan tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Jakarta, 19 Juni 2003
PIHAK DUA PIHAK PERTAMA

2
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perubahan tersebut tidak membawa kerugian dalam sistim didalam Iingku Crina
KEDUA. - - :

0
PASAL VI &
KEDUA diwajibkan menyerahkan surat perjanjian yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dengan Sub

en yang akan ada dibawah kocrdinasinya untuk mengetahui dan menyetujui serta disahkan oleh
HAK PERTAMA, --

PASAL VII

. PIHAK KEDUA bersedia dan menyetujui untuk mematuhi segala ketentuan yang berlaku dalam

perusahaan PIHAK PERTAMA, baik ketentuan-ketentuan sebagai hasil konsesus-konsesus rapat-
rapat Pimpinan yang pernah dibuat dan masih beraky maupun ketentuan-ketentuan lain yang
telah dan akan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dikemudian hari.

PIHAK KEDUA bersedia dan setuju mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh PIHAK
PERTAMA sehubungan dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh PIHAK Perusahaan
Maskapai Penerbangan atau Instansi Pemerintah lainnya akan segala hal yang menyangkut
peraturan tentang barang kiriman yang boleh dan tidak boleh diterima atau bisa diterima dengan
syarat sesuai buku peraturan barang-barang berbahaya (Dangerous Goods Regulation).———

PASAL VIII

PIHAK KEDUA bersedia dan setuju untuk bertanggung jawab dan mengganti sepenuhnya
claim/ganti rugi kiriman yang hilang, rusak atau salah kirim yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA,
bilamana kiriman-kiriman tersebut belum diserah terimakan Kepada PIHAK Penerima atau kepada
PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA bersedia memberikan bantuan penyesesaian penggantian beban daim kepada
PIHAK KEDUA berdasarkan penilaian kasus per kasus yang diperhitungkan dalam prosentase
yang dibebankan kepada masing-masing Agen yang bersangkutan dan mengacu pada hasil
RAPIM ke VIII PT. Citra Van Titipan Kilat. —

PIHAK PERTAMA, bersedia memberikan kemudahan-kemudahan dalam penyelesaian proses Claim
kepada PIHAK Asuransi yang ditunjuk. --

PASAL IX

. Dalam hal PIHAK KEDUA, karena sesuatu hal tidak lagi mampu melanjutkan kerjasama ini, maka

yang berhak menurut hukum untuk melanjutkan kerjasama ini adalah anggota pengurus/anggota
Persero yang namanya tercantum dalam akte No.10 tanggal 07 November 2000 Notaris Bernard
Lamak, SH. terkecuali perusahaan yang diwakili PIHAK KEDUA mengalami kebangkrutan, atau
terlibat dalam masalah-hukum,— -

- PIHAK PERTAMA berhak menunjuk pejabat sementara untuk mewakili kepentingan PIHAK

PERTAMA pada Agen PIHAK PERTAMA yang dinilai bermasalah.-— e
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PASAL X

CTEeN

surat perjanjian kerjasama Keagenan maupun status Keagenan kepada PIRRESE Nl"v‘-'“
persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

PASAL X1
Dalam hal perjanjian kerjasama keagenan ini berakhir dikarenakan sebab apapun juga :

a. PIHAK KEDUA menyatakan bersedia dan menyetujui untuk segera menghapus/menghilangkan
menurunkan tanda-tanda Keagenan PT. Citra Van Titipan Kilat, seperti Papan Reklame bermerk
Nama, Logo, Stempel, Barang-barang Cetakan yang belum terpakai, Spanduk, Brosur-brosui
Barang-barang Promosi/lklan dan sebagainya kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan lengka
dan baik, tanpa menuntut sesuatu kerugian apapun kepada PIHAK PERTAMA.

b. PIHAK KEDUA tdak diperkenankan untuk mengunakan nama PIHAK PERTAMA untuk segal
urusan/kegiatan apapun dan PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk datang kelokasi PIHAI
KEDUA untuk mengambil dan memindahkan segala material yang mempunyai unsur Nama/Log
PIHAK PERTAMA, ;

c. Semua Hutang-Piutang/Outstanding yang belum terselesaikan, wajib diselesaikan seseger
mungkin sebelum dikeluarkannya Surat Pemutusan Hubungan Kerjasams keagenan oleh PIHAI

PASAL XII

PIHAK KEDUA bersedia mematuhi sepenuhnya selaku Agen Tunggal dari PIHAK PERTAMA tentan
larangan yang berlaku dalam Undang-Undang POS No.6 tahun 1984 dan Peraturan Pemerintah No.3
tahun 1985 serta ketentuan-ketentuan lainnya. Oleh karena itu PIHAK KEDUA wajib untuk selal
berusaha menghindan tenadinya pelanggaran akan peraturan tadi serta membebaskan PIHA
PERTAMA dari tuntutan dan proses hukum baik Pidana maupun Perdata serta segala akibat da
resiko yang timbul dari padanya.

PASAL X111
Perjanjian keagenan ini berlaku dengan ketentuan sebagal berikut :

a. Perjanjian im berlaku selama 3 (bga) tahun, terhitung sejak tanggal surat perjanjian kerjasam
keagenan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan secara otomatis perjanjian ini aka
berfaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berikutnya dalam hal para PIHAK tidak berkehenda

1 memutuskan surat perjanjian kerjasama keagenan ini. s

| b. Apabila salah satu PIHAK berkehendak memutuskan surat perjanjian kerjasama keagenan ini bal

sebelum jangka waktu tersebut diatas maupun akan berakhimya masa berlaku surat perjanjia
kerjasama ini dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhin perjanjian ini  haru
memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.-

c. Dalam pengakhiran perjanjian ini kedua belah PIHAK setuju untuk melepaskan ketentuan pas
| 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengatur tentang pengakhira
- perjanjian melalul pengadilan serta melepaskan ketentuan pasal 1267 Kitab Undang-Undan

5
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PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
PT. Asuransi Ramayana Thk
Dengan
PT. CV. TITIPAN KILAT
Tentang
ASURANSI PENGIRIMAN MELALUI PT. CV. TITIPAN KILAT

NG.GEU!DIRIBD-HKWIDT

i"ada han ini Selasa tanggal satu bulan’ Mei tahun duaribu satu, bertempat
tinggal di Jak=rta, kami yang bertanda tangan di bawah ini -

l. SYAHRIL, SE. : Direktur PT. Asuransi Ramayana Thk,
berkedudukan di Jakarta, Jalan Kebon Sirih
No. 49, Jakaris Pusat, yang anggaran
dasarnya telah diumumkan dalam Berita
Negara R tanggal 2 Juni 1993 Nao. 44
Tambahan 2426/1993 dibuat dihadapan Imas
F atimah, SH. Notaris dj Jakarta dan Kutipan
Risalah Rapat Umum Para Pemegang
saham No., 105 tertanggal 31 Maret 19983,
oleh karenanya bertindak untuk dan atas
nama PT  Asuransi Ramayana Tbk, vang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA:

Il. GIDEON WIRASEPUTRA Direktur FT. CITRA VAN TITIPAN KILAT,
berkedudukan di Jakarta, jalan Raden Saleh
No. 2. Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama PT. CV. TITIPAN
KILAT, yang anggaran dasamya telah
mendapatkan persetujuan Menteri
Kehakiman RI No. C2-3g HT.01.01.Th.96,
dan ielah didaftarkan di Pengadilan Negeri
Jakarta No. 373 Th. 1996, berdasarkan Akta
No. 182 tertanggal 31 Desember 1993 dan
diperbaiki dengan Akta No. 224 tertanggal 25
Oktober 1995, dihadapan Soekaimi, SH.,
Notaris di Jakarta, selanjutnya ° disebut
PIHAK KEDUA; ———.

Kedua Lelah pihak menjelaskan tedebih dahulu hal-hal sebagai berikut : e

- bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perusahaan Perseroan Terbatas yang
menjalankan usaha dibidang Asuiznsj Kerugian, yang memberikan jasa
dalam nienanggulangi resiko kerugian, kehilangan ‘manfaat dan tanggung
jawab hukum kepada Fihak “eliga yang timbui dari neristiva yang tidak pasti;

- bahwa l\fy 6
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bahvia PIHAK KEDUA adalah Perusahaan perseroa,, lerbatas vang
menjalankan usaha Pelayanan jasa pengiriman barang di wilarah Indonesia.

Selanju'nya kadus belah pihak sepakatl dan setuju untuk membuat Perjanjian
Kerjasama tentang Asuransi Pengiriman Barang melalui PT Cv TITIPAN KILAT
dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 4

- Jase Kiriman Barang adalah kemasan Yang berisi 'arang dengan syarat-
syaral te;ienty seperli bentuk, uk iran dan berat vang dikirimkan melalui jasa
kifiman sesyaj dengan peraturan .'eng verlakys

Penanggung adaiah PIHAK PERTAMA.

Terianggung adalah PIHAK KEDUA.

Prenii adalah suatu jumlah uang yang diberikan Tertanggung xepada
Penanggung (Perusahaan Asuransi) sebagai imbzlan dari kesedizan
Penanggung untuk mengambil alih resiko yang dihadapi oleh Tertanggung.

Polis Asuransi adalah bukti otentik berupa aktz yang ditandatangani
Perusahaan Asuransi Yang merupakan aiar bukii &Janya Ferjanjian asuransi

. Bukti Penutupan Asuransi adalah Formulir Aplikasi (Resi) asuransj yang telah
diisi, cdicap dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dari PIHAK
KEDUA dan sesuai' dengan nomor aplikasi yang disediakan cleh PIHAK

polis asurapsi, polis sertifikat asuransi, laporan dekiarasi, nota debet/kredit,
kuitansi, endorsement, surat tuntutan gantj rugi dan dokumen Ilain yang
berhubungan dencannya.

- Jasa Kiriman Tunai adalah jasa kiriman dimana premi asuransinva
dibayarkan lunaiflangsung oleh pengirim kepada PIHAK KEDUA.
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10.Jasa Kiriman Kredit adalah jasa kiriman dimana premi asuransinya baru
dibayarkan kepada PIHAK KEDUA oleh pengirim berdasarkan jangka wakiu
terentu

Pasal 2
PENUNJUKAN

PHAK KEDUA dengan ini menunjuk PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan
penutupan asuransi atas barang-barang kifiman yang akan dikirimkan dari
wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi sera agen-agen PIHAK KEDUA di
wilayah DKI Jakaria.

Pasal 3
JENIS BARAR G YANG DIPERTANGGUNGKAN

Segala jemis barang yang dikinmkan melalui jasa kiriman termasuk, perhiasan
dan logam mulia, terkecuali barang-barang yang tidak diperbolehkan dikirim
melalui jaca kiriman atau dikecualikan dari jaminan asuransi.

Pasal 4
OBYEK PERTANGGUNGAN
1. Barang atau isi Paket :
Barrng-barang baru:
Barang bukan baru;
Barang perhiasan dan iogam mulia;

Zareng seni dan budava,

L0 o

2. Segala jenis barang yenc dikiim melalui jasa kiriman, terkecuzii barang-
barang yang tidak diperbolehkan dikirin melalui jasa kiriman atau
dikecualikan dari jaminan asuransi,

Pasal 6
SYARAT-SYARAT BERLAKUNYA PERTANGGUNGAN

Setiap pengiriman barang yang dilakukan cleh PIHAK KEDUA akan dijamin aleh
PIHAK PERTAMA dan syarat-syarat berlakunya jaminan asuransi adalah °

1. Sebagai syrargyhukti adanya asuransi atas barang-barang jasa kiriman
adalah aplikasi (resi) pengiriman barang yang di'si/dibuat oleh pihak pengirim
barang dan dilegalisir oleh PIHAK KEDUA, pada saat penyerahan barang

yang akan dikirim, Aplikasi (Resi) pengiriman barang tersebut. sekaligus

merupakan bukti adanya asuransi.
2 Untuk ,-?g/hr

/

A T AR L e
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2. Untuk menjamin barang yang akan dikinmkan dalam keadaan baik, maka

barang lersebut harus diperlihatkan terlebjh dahulu kepada petugas PIHAK
KEDUA dan kemudian dibungkus sesuai dengan persyaratan jaminan
kiriman PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENETAPAN HARGA PERTANGGUNGAN

Penetapan Harga Pertanggungan diatur sebagai berikut ;

1

3 B

O b

Barang-barang baru menurut harga faktur;

Barang-barang bukan baru menurut penilaian Tertanggung;

Barang-parang perhiasan dan 0gam mulia ditetapkan menurut penilaian
Terdanagung dan dibungkus (pzzking) sesuai dengan persyaratan standar
PIHAK KEDUA.

Barang seni dan budaya nilai maksimum Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
Harga Partangqungan dalam ayal tersebut di atas dalam pasal ini merupakan
batas maksimum ¢anti rugi.

Pasal B
TARIF PREMI ASURANSI

varii Premi Asuransi adalah sebesar 2 %0 (dua perseribu) dari harga
Pertanagungan vang dipilih seperii pada pasal 7.

1.

Pasal 9

T ONDISI DERTANGEUNG

PIHAK PERTAMA : kan memberikan ganti rugi kepada PIHAK KEDUA
terhagap kerugian, kerusakan barang-barang, baik kerugian sebagian
maupun ke.ugian selutuhnya, hilang pada waktu pengiriman atau pada waktu
penyimpanan sebelum penginman, tidak diterima oleh Penerima (ditempat
tujuan), rusak/hilang pada waktu bongkar muat daritke alat angkut di tempat
pengiriman maupun dj tempat tujuan.

. Resi«2 yang dikecualikan dan tidak dijamin.

PIHAK FERTAMA tidak akan bertanggung jawab dan tidak memberikan

ganti rugi liepada PIHAK KEDUA terhadap :

a. Kerugian atau kerusakan atau kehilangan yang disebabkan atau
ditimbui%sn oleh unsur kesengajaan atau penggelapan oleh orang-orang
yang bekerja pada PIHAK KEDUA atau kelalaian yang nyata oleh PIHAK
KEDUA;

b. Kerugian hﬁg/ (f
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Kerugian atau kerusakan atau kehilangan vyang disebabkan atau
ditimbulkan oleh sifatl dari barang-barang itu sendiri termasuk aus atau
menyusulberkurangnya timbangan;

Keterlambatan sampai ditempat tujuan yang melampati batas wakiy
lamanya pengiriman yang waijar;

Kerugian atau kerusakan atau kehilangan sebagai akibat oksidasi.
kontaminasi polusi dan reaksi nuklir; _
Kerugian atau kerusakan atauy kehilangan sebagai akibat perang, perang
saudara, pemcgokan, huru-hara yang bersifal politis, aksi melawan

pemeanntah, pemberontakan. perebutan kekuasaan. penyitsan oleh

penguasa selempat;
PIHAK PERTAMA tidak menjamin ieshadag isi jasa Finman
- Yang mudah meledak, menylaflerbakar;
Uang kontan, Surat Berharga dan sejenisnya;
- Narketika dan sejenisnya serta obat-obatan terlarang lainnya;
- Barang-barang cetakan/rekaman porno  atau isinya melanggar
kesusilaan;
- Barang-barang cetakanfrekaman yang isinya dapat menggangu
- keamanan dan stabilitas nasional
Penibungkus/kemasan kiriman,
Semua barang-barang yang dilarang cikirim melalui jasa kiriman PT. GV
TITIPAN KILAT

Fasal 10
SERLAKU DAN BERAKHIRKYA JAMINAN ASURANSI

Perlangaungan (jaminan asuransi) akan mulai berakuy sejak barang diserahkan
olzh pengguna Jasa Kiriman kepadz PT. CV TITIPAN KilAT dan akan beraxhir
pada saat barang kiriman tersebut diserahkzn dan/atau diterima oleh Penerima
di alamat tujuan yang dikuasakan untuk menerima barang tersebut baik didalam
negeri atavpun diluar negeri

; U

Pasal 11
KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK

Kewajiban PIHAK PERTAMA, ad: lah -

a.
b.

C.

lienyediakan formulir yang diperiukan Dagi layznan jasa Kiriman:

Apabila diperlukan memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada
pegawai pelaksana PIHAK KEDUA.

Memberitahukar syarat-syarat tehnis dan administrasi perasuransian
kenacz PIHAK KEDUA.

d_Pembebanan/ ,f.}:g/

V

[
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d. Pembebananr‘perhilungan promi dan atau nota lagihan jasa kiriman tunai
dan kredit, akan dibuat dan dikirimkan kepada PIHAK KEDUA, 2 (dua)
hari setelah diterimanya laporan penerimaan premi (deklarasi resi) dari
PIHAK KEDUA.

- Kewajiban PIHAK KEDUA, ad:.lah :

3. Melaksanakan layanan asuransi jasa kiriman pada semua loket layanan
Jasa kiriinan yang telah ditentukan.

b. Membuat dan m~ngirimkan Laporan Penerimaan Premi asuransi Jasa
Kiriman dengan dilampiri daftar rekapitulasi harian premi asuransi {berikut
Capy resi), sebagai berikut - ' ;

- Jasa Kiriman Tunai setiap 7 (tujuh) hari kerja:
- Jasa Kiriman Kredit setiap 30 (tigapuiuh) hari kerja.

€ Atas pembebanan/perhitungan premi Jasa Kiriman Tunai, paling lambat 7
(tuyuh) hari sejak diterimanya nota penagihan dari PIHAK PERTAMA .
PIHAK KEDUA harus membayarkan premi kepada PIHAK PERTAMA
raelalui transfer atay pemindahbukuan:

d. Atas pembebanan/periitungan premi jasa kiriman kredit, paling lambat 30
(tiaapuluh) hari sejak citerimanya nota penagihan dari PIHAK PERTAMA,
PIHAK KEDUA harus membayarkan premi kepada PIHAK PERTAMA
melalu: transfer atau peminda hbukuan.

Pasal 12
PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KLAIM

. Apahila terjadi kerugian atau kerusakan atau kehilangan, mzaks engaiuan
<lam oleh PT, Cv. TITIPAN KILAT kepada PiHAK PERTAMA, harus
dilakul.an resegera mungkin, paling lambat 20 fticapuiuh) hari setelah
diketaliui adanya kerugian:

. Pengajuan klaim dimaksud harus dilengkapi dengan dokumen pendukung
sebacai berikut -

a. Surzt tuntutan gani rugi dan atau formulir pengajuan klaim:

b. Aplikasilresi jasa kiriman asuransi:

¢. Berita Acara Kerusakan Barang atau Beri a Acara kehilangan Barang;

3. PIHAK KEDUA harus mengambil semua tindakan Y ing diperlukan untuk

mengurangi kerugian:

. PIHAK KE=EDUA berkewajiban untuk membanty PIHAK PERTAMA untuk
memberikar, informasi yang diperlukan PIHAK PERTAMA sehubungan
dengan klaim yang terjadi, serta untuk melakukan penelitian atas kerugian
barang-barang yang dipertanggungkan;

. Setigp tuntutan kepada PIHAK PERTAMA dapat menjadi batal, bila tuntutan
tidak cisertai dengan dokumen-dokdmen pendukung klaim secara lengkap

dan benar:
6. Subrogasi f’i ;1/((
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6. Subrogasi atay pemindahan hak dan kewajiban_
Pada saai oembayaran kerugiari telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA |

berpindah kepada PIHAX PERTAMA. demikian juga atas hak-hak yang
bersirat Perorangan maupun dalam bentuk organisasi, dan PIHAK KEDUA
harus Nenyerahkan semus peralatan-peralatan Mmaupun catatan-catatan
yang dipandang perlu kepada PIHAK PERTAMA, setelah PIHAK PERTAMA
menyelesaikan klaim kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA tidak
dibenarkar berbuat Sesualu kepada pihak lain yang menyebabkan terjadinya
kerugian. ;

I

Pasal 13
MASA BERL KUNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian Xerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01
| Mei 2001 sampai dengan 01 Mei 2002:

2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang untuk janzkz wakiy tertentu
" dengan terlebih ¢ahuly salah salu pihak memberitahukan secars tertulis
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum peranjian inj berakhir, untuk
meng<4dakan persetujuan perpanjangan;

Perjarjian Karjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka wakiu tersebyt dalam
ayat * di atas dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri peranjian
harus memberitahukan Secara te tulis kepada pihak laintys paling lambat 2
(liga) bulan sebelumnya

[

Pasal 14
PENYELESA|AL: PERSELISILEAN

1. Perselisihan yang timbul akibat perjanjian ini pertama-tamsz akan diselesaikan
SEcara musyawarah w tuk mencapai mufakat: :

2. Untuk segala akibat yang timbul dari perjanjian ini kegua belzh pihak sepakat
untuk memil'h domisilj yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat.

Pasal 15
ADDENDUM

Segala perubahan dan atau ada hal-hal yang belum cukup diatur dalam
perfjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang
Merugakan bagian yang tidak terpisahkan darj perjanjian ini.

Perjanjian .’3;‘;;{&,
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anjian ker,asama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup.

PIHAK KEDUA
PT. CV TITIPAN KILAT,

AK PERTAMA 17

Jk dan Ale s Nama L,, Untuk dan Atas Mama
Asuransi Ramayana fr;

GHEON WIRASEPUTRA
Direktur

\HRIiL, SE.
Klur

TN
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LAl LitAN W

KEPUTUSAN MENTERI PERHUB UNGAN

NOMOR .: KM. 55 TAHUN 2003
TENTANG
PENYELENGGARAAN JASA TITIPAN .

MENTERI PERHUBUNGAN,

bahwa dengan Kepulusan Menteri Pariwisala, Pos dan
Telekomunikasi Nomor KM 38/PT.102/MPPT-94 ‘telah diatur
kelenluan mengenai Pengusahaan Jasa Tilipan; -

bahwa dalam rangka memenuhi kebutihan masyarakat dan
pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1998 tentang
Pemeriniahan Daerah Peru dilakukan penutsdn kembali
lerhadap ketenluan mengenai  pengusahaan jasa Wlipan
dengan Kepulusan Menteri Perhubungan:

Undang-undang Nomor & Tzhun 1984 ientang  Pos
(Lembaran Negara ' Tahun 1984 Nomor 78,- Tambahan
Lembaran Negara . Nomor QEIBY, T T2 )

Undang-undang Nomor 20 Tahun 97 tenlang Penerimaan
Negara Bukan Pajak - (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor -

*43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tenlang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran Negara Tshun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Numor'3339}; t 4

- Peraluran Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentahg

Penye[enggqraan Pos (Lembaran Negara Tahun 1985
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3303);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ‘tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi

Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
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Menetapkan :

10.

Kepulusan Presiden Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Deparlemen sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun
2002;

Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon | Departemen sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47
Tahun 2002, ;

Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi
Nomor KM 12/KP.108/MPPT-88 tentang Ketentuan Teknis
Penyelenggaraan Pos;

Keputusan Menten Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001
tentang - Susunan Organisasi dan Tata Kerja Deparlemen
Perhubungan sebagaimana {elah diubah terakhir dengan
Keputusan Menteri Pehubungan Nomor KM 81 Tahun 2002;

Kepulusan Menleri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2003
fentang Tata Hubungan Kerja Antara Deparlemen
Ferhutungan dengan Pemerintah  Propinsi C.q Dinas
Perhubungan Propinsi;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN JASA TITIFAN. '

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.

Penyelenggaraan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan
untuk menerima, membawa dan atau menyampaikan suratpos

jenis tertentu, paket dan uang dari pengirim kepada penerima
dengan memungut biaya.

Dasvalannasra  laea THinan sdalab hadan hukum vandg
dibeniuk berdasarkal fuaatln INUUNHEDe detedun fids i s sewmr ==
Terbatas (PT) atau Koperasi yang telah memiliki surat izin
penyelenggaraan jasa titipan (SIPJT).

2
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3.

10.

11.

T

13.

14.

13,

Sural adalah berita atau pemberitahuan secara lerulis atau
lerekam yang dikirim dalam sampul tertutup.

Warkalpos adalah .surat yang terlulis pada blangko tidak
bersampul yang dilerbitkan oleh PT. Pos Indonesia.

Kartupos adalah surat yang ditulis di atas kartu dengan bentuk
dan ukuran tertentu.

Suratpos jenis terlentu adalah jEI‘IIS kiiman berupa barang
cetakan, surat kabar, sekogram, dan bungkusan kecil.

Barang Cetakan adalah hasil penggandaan lerulis dan atau
gambar diatas kerlas, alau bahan lain yang lazim dipergunakan
pada percetakan, melalui proses mekanik atau fotogaris,
meliputi penggunaan blok, stensil atau negatif dan dnkmm
lerbuka baik dalam sampul alau tidak.

Surat Kabar adalah barang cetakan berupa warta harian yang
memenuhi persyaratan tertentu.

Sekogram adalah (uiisan, cetakan atau rekaman untuk
keperluan tunanelia diatas keras alau bahan-bzhan lain yang
memenuhi persyaratan ledentu.

Bungkusan kecil adalah suraipos yang dimaksudkan untuk -
pengiriman tarang, dan yang memenuhi persyaraian terteniu.

Fakel adalah kemasan yang berisi barang dengan bentuk dan
ukuran terlentu.

Kantor Pusal adalah kantor penvelenggara yang
menyelenggarakan usaha jasa titipan dengan ruang lingkup
nasional.

Kantor Cabang adalah kantor pembantu dan merupakan bagian
dari kanlor pusal.

Kantor Agen adalah kantor pembantu yang menyelenggarakan
jasa litipan atas dasar kerjasama dengan. kantor pusat atau
cabang penyelenggara jasa tilipan.

Ahli Pos adalah seorang yang memiliki
pengetahuan/kepandaian bidang perposan yang dibuktikan
dengan surat tanda lulus alau sertifikat pendidikan sekurang-
kurangnya selinokat akademi, atau Sekclah Menengah Tingkat

et bt R L PR P P | il

1-\--1.....

tahun d| btdang perposan yang dibuklikan dengan surar
keterangan pengalamaa kerja dari pejabal yang berwenang
memberikannya.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

16.

17.

18.

15.

(1)

(2)

(3)

(1)

(3)

Dinas Propinsi adalah unit kera di lingkungan Pemerintah
Daerah Propinsi yang menangani urusan pos dan
telekomunikasi di propinsi setempat;

‘Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan

tanggung jawabnya di bidang Pos.

Direktur Jenderal adalah Direkiur Jenderal Pos dan
Telekomunikasi.

Kepala Dinas Propinsi adalah pimpinan unit kerja yang
menangani urusan pos dan telekomunikasi di propinsi
setempal;

BAB 1l
PENYELENGGARAAN
Paszl 2

Penyelenggaraan jasa lilipan dapat diselenggarakan setelah
mendapat izin. .

lzin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh
Direkiur Jenderal untuk Kantor Pusat.

Penyelenggarzan jasa litipan sebagaimana dimaksud dalam
aya! (1), dilakvkan oleh penyelenggara jasa titipan yang
berbeniuk badan hukum Indonesia yang didirikan untuk
maksud dan {ujuan lersebul, yaitu :

a. Perseroan Terbatas (PT).
b. Koperasi
Pasal 3
lzin penyelenggaraan jasa litipan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayal (2) berlaku selama penyelenggara jasa
titipan tersebut masih menjalankan kegiatan usahanya dan

memenuhi persyaratan-persyaralan yang ditetapkan sera tidak _

melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap peraluran
perundang-undangan yang berlaku.

lzin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sefiap 5 tahun
sekali dilakukan evaluasi.”

[zin sebagaimana dIMEKSUQ Q@M1 dydl (1) vyt e
apapun lidak dapat dipindah tangankan.

L
. —
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(1)

(2)

(3)

(1)

(4)

Pasal 4

Penyelenggara jasa titipan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) dapal mendirikan kantor cabang dan atau
kerjasama dengan kantor agen.

lzin pendifian kantor cabang dan atau kantor agen
sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) diberikan oleh Dinas
Propinsi. : ;

Dinas Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib
melaporkan seliap pemberian 1zin pendirian kantor cabang dan
~1au kantor agen kepada Direktur Jenderal.

Pasal 5

Penyelenggara jasa fitipan Yyang lelah memiliki izin
sebagaimana dimzksud dalam pasal 2 ayat (2) dapal
melakukan kerjasama dengan perusahaan asing yang bergerak
di bidang jasa titipan sesuai dengan kelentuan yang berlaku.

Peruszlizan asing yang bergerak di bidang jasa titipan dapat
beroperasi di wiizyah indonesia €engan xetentuan wajid
menunjuk  serna bekerjasama dengan penyelenggara jasa
tlipan Indanesia.

Kerjasama sebzgemmana dimaksud dalam 2yai (1) dan (2).
hanya dapal dilaksanakan oleh kantor pusat penyelenggara
jasa tiipan.

Kerjasama sebagammana dimaksud dalam ayat {1}, (2) dan (3)
wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 6

Penyelenggara jasa tlapan dapal menerima, membawa dan atau
menyampaikan kinman dengan batas berat dan besar uang kiman
untuk seliap Kiriman ditetapkar. sebagali berikul :

D 0. I O

Barang cetakan maksimum berat adalah 2.000 (dua ribu) gram,
Sural kabar maksimum beral -dalah 2.000 (dua ribu) gram;
Sekogram maksimum berat 7.000 (tujuh ribu) gram,
Bungkusan kedl maksimum berat adalah 1.000 (seribu) gram,
paket maksimum berat adalah 30.000 (tiga puluh ribu) gram;

Uang, jumiahnya tidak dibatasi.
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(1)

(2)

BAB Il
- PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN
Pasal 7

Izin penyelenggaraan jasa titipan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan kepada penyelenggara:
jasa titipan yang lelah memenuhi persyaratan tertentu.

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
untuk penyelenggara jasa titipan adalah sebagai berikut :

a. Bentuk Badan Hukum Indonesia :

1) Perseroan Terbalas Yyang akte pendiriannya lelah
memperoleh pengesahan alau telah terdaftar pada
Panilera Pengadilan Negeri setempal dan telah
sesuai dengan ketentuan yang beriaku;

2) Koperasi yang akte pendiriannya lelah memperoleh
stalus Badan Hukum dari-Instansi yang membidangi
Koperasi.

b. Besarnya saham/modainya sesual dengan peraturan
perundang — undangan yang berlaku; :

o Memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP) perusahaan,

d. Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) buzh timbangan 0
s.d 30 Kg; '

e. Menempati kantor yang tletap uniuk melaksanakan
usahanya dengan sekurang-kurangnya :
1) ruang kantor 4 x 6 meter;
2) ruang pelayanan 4 x 6 meler;
3) ruang penyimpanan 4 x 5 meter.

f.  Mempunyai tenaga ahli di bidang pos sekurang-kurangnya
1 (satu) orang yang dibuktikan dengan ijazah, tanda lulus
atau surat pengalaman kerja di bidang pos;

g. Mempunyai pedoman dan syaral-syarat pengiriman yang
mudah diketahui oleh pengguna jasa,

h.  Mempunyai daftar tarif kiriman jasa titipan;

L Mempunyai sural izin lempal usdangd (Siiuy  yally
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah selempat]

6
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

j. Rekomendasidarl Dinas Propinsl yang berwenang dengan
balas waktu maximal 14 (empal belas) har selelah
permohonan diterima. Apabila dalam balas wakiu 14
(empat belas) hari tidak/belum diberikan rekomendasi
dapat dianggap menyelujui permohonan rekomendasi

lersebut;

k. Melampirkan karfu tanda penduduk alas nama
pimpinan/penanggung jawab perusahaan;

l Melampirkan rencana usaha untuk masa limg tahun;

m. Pas folo berwarna yang lerbaru ukuran 4 x 6 sebanyak
5 (lima) lembar alas nama pimpinan.

Pasal 8

Persetujuan atau penolakan alas permohonan izin
penyelenggaraan jasa litipan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) diberikan secara tertulis dalam jangka waktu 14
(empat belas) hari kerja cetelah permohonan diterima secara
lengkap.

Dalam ha! permchonan izin penyelenggzaraan  j2sa tlipan
ditolak, Direktur Jenderal memberikan alasan penolakan,
BAB IV
BIAYA IZIN DAN TARIF
Pasal ‘9

Unluk memperoleh izin penyelenggaraan jasa litipan dipungut
biaya. '

Biaya izin penyelenggaraan jasa litipan ditelapkan sesuai
dengan peraluran perundang-undangan yang berlaku.

Biaya izin penyelenggaraan jasa tilipan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) merupakan Penerimaan Negdara Bukan Pajak
yang disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 10 . -

Dalam melaksanakan usahanya penyelenggara jasa titipan
manctaokan tarif iasa titinan,

Tarif jasa titipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
boleh lebih rendah dari tarif yang berlaku di PT. Pos Indonesia
untuk seliap jenis kiriman yang sama.

-
4
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BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

A Pasal 11
(1) Penyelenggara jasa titipan berhak :

a. melakukan penyelenggaraan fasa titipan dengan memungut
biaya;

b. menetapkan syarat-syarat dan fata cara yang harus
dipenuhi oieh pemakai jasa yang memuat antara lain hak
dan kewajiban pengirim, tata cara tuntutan ganti rugi, resiko
dan larangan-larangan serta hal-hal lain yang dianggap
perlu;

¢. i1nendapatkan pembinaan dari pemerintah.
Pasal 12
Fenyelenggara jasa litipan mempunyai kewajiban :

a. Melakukan pcnyelenggaiaan jasa titipan selambat- Iamhetnya
3 (liga) bulan sejak diberikan izin Penyelenggaraaﬂ

b. Membayar ganti rugi kepada pengirim alas hilangnya atau
ruszknya sebagian atau seluruhnya isi kiiman, suratpos jenis
lertentu, pakel dan atau uang Yyang dikiim sesuai dengan
peraluran perundang-undangan yang beriaku;

c. Memberikan tanda bukli kiriman kepada pengirim yang berisi
ketenluan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf b

-
-

d. Mengumumkan larf, syaral-syaral kiriman dan lala cara
pengguna jasa serla menempelkan Sural lzin Pengusahaan
Jasa Tilipan pada tempal yang mudah dilihat umum;

e. =~ Melaporkan kepada yang berwajib apabila mengetahui atau
menduga ada barang tilipan yang berisi benda-benda yang
dilarang sesuai kelenluan peraturan perundang-undangan dan
memperbolehkan barang titipan tersebut untuk diperiksa;

blvbneil oo Insmenn enmnziarmn kegisian ooerasional kepada
Direktur Jengeral gengan Enousail Acpdic Linias | iwpniar,
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g.

- ﬂ,-'ﬂ e Tt i,

Melaporkan setiap kali lerjadi perubahan anggaran dasar dan
atau perubahan- alamal dan alau -penggantian penanggung
jawab/pimpinan Penyelenggara selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari setelah terfjadinya perubahan lersebut
kepada Direktur Jendenal dengan tembusan Kepala Dinas
Propinsi.

Pasal 13

nyelenggara jasa tahpan benanggung jawab I‘.Erhadap

keamanan dan keselamatan alas kegiatan yang dilakukannya;

kelerlambatan, hllang alau rusak sebagian atau seluruh isi
kinman surat jenis tertentu, paket dan alau uang yang
diserahkan kepadanya,

semua hal yang leiah diperjanjikan dengan berbagai pihak dan
menyelesaikan segala tuntutan yang sah;

segala akibat pengiriman-jasa lilipan yang menggunakan
dokumen-dokumen yang lelah diterbitkannya;

peny=rahan kiriman jasa titipan yang diurusnya sesuai syarat-
syaral umum yang berlaku bagi penyelenggara jasa litipan.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 14

Penyelenggara jasa tilipan dilarang :

d.

menerima, membawa danfatau menyampaikan surat, warkaipr::-s
serla kartupos dengan mermungut biaya;

menerima, membawa dan alau menyampaikan kinman berupa
korespondensi bisnis yang bersifal aktual dan pribadi anlara
bank dan nasabah, antara penyelenggara dan kliennya, kecuali
perjanjian kerjasama/kontrak, bill of loading, saham, akla,
serlifikat, ijazah, skripsi , makalah, proposal dan laporan
perusahaan;

memindahtangankan SIPJT kepada siapapun,

menerima, membawa dan atau menyampaikan kiriman yang
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1)

2)

3)
4)

barang yang mudah meledak, menyata atau terbakar
sendiri atau dapat membahayakan keselamalan jiwa
manusia;

narkolika atau bahan yang sejenis sera obat lerlarang
lainnya;

barang cetakan/benda yang menyinggung kesusilaan; dap
barang cetakanfrekaman lainnya yang isinya dapat
menggangu keamanan, ketertiban dan stabifitas nasional,

menggunakan cap afau ftulisan "Pos™ untuk jenis pelayanan

yang diselenggarakan serta istilah-istilah, lambang-lambang,
landa-tanda dan lain-lain yang dipergunakan oleh PT. Pos
In€onesia,- kecuali bila penyelenggara jasa titipan melakukan
kerjasama dengan PT. Pos Indonesia.

(1)

()

(3)

(1)

(2)

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 15

Pembinaan penyelenggaraan jasa titipan dilakukan oleh
Direktur Jenderal bersama — sama dengzn Kepalz Dinas
Propinsi, ; .

Fembinaun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) nﬁehpun
pengawasan dan pengeadalian bidang leknis operasionzal dan
adminisirasi,

- Pelaksanaan pembinaan sebagairnana dimaksud datam ayat

(1) dan (2), dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan
sekali dalam setiap tahun.

Pasal 16

Délar_n rangka .pembinaan dilakukan kegialan sebagai
berikut : ;

a. peninjauan selempat;

b. meminta laporan khusus: :

c. pemberian bimbingan dan penilaian alas kegiatan
penyelenggaraan jasa litipan. :

Pelaksanaan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
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Pasal 17

(1) Penyelenggara jasa titipan yang melanggar ketentuan dalam
Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 14 huruf a, b dan d dapat
dipidana berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Nomor 6
Tahun 1984 tentang Pos.

(2) Penyelenggara jasa titipan yang melanggar ketentuan dalam
- Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12 atau salah safu larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diberikan peringatan
tertulis oleh Direktur Jenderal untuk kantor pusat atau Kepala
Dinas Propinsi untuk kantor cabang dan kantor agen,
sebanyak 3 (tiga) kail berturut-turut dengan tenggang waklu
masing-masing 1 (satu) bulan.

(3) Apabila peringatan ferulis sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) tidak diindahkan dan tidak ada upaya perbaikan,
maka izin Penyelenggaraan jasa litipan dicabut oleh Direktur

Jenderal.
BAB Vili
KETENTUAN PERALIHARN -
Pasal 18
Penyelenggara jasa tlipan vyang telah memilki izin

Penyelenggaraan sebelum Keputusan ini ditelapkan, dapal iefus |
melakukan kegialan sesuai izin yang dimiliki dan selambal- [
. lambatnya dalam wakiu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya
Keputusan ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Dengan berlakunya Kepulusan ini, Kepulusan Mentel, Pariwisala,
Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 38/FPT.102/MPPT-94 tentang

Pengusahaan Jasa Tilipan beserla peraluran pelaksanaannya
dinyatakan lidak berlaku.
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Pasal 20

Keputusan ini mulai verlaku pada tanggal ditetapkan.

-

Ditetapkan di : JAKARTA
Padatanggal :. 3 Desember 2002

MENTERI PERHUBUNGAN
ttd
AGUM GUMELAR., M.Sc.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Menteri Koordinator Bidang Perekonornian;
Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
Menteri Luar Negeri;

Menteri Dalam Negeri;

Menteri Kehakimar dan Hzk Azazi Manusiz;
Sekreiaris Negara;

Direksi PT. Pos Indonesia (Pe sero),

Ketua DPP ASPERINDO.

NGB WN

SALINAN sesuai dengan aslinya,

‘jgigﬁpﬂgguq ukpm dan KSLN
' 1.-’ h\\. \\
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Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 2 TAHUN 1892 (2/1992)
Tanggal: 11 PEBRUARI 1992 (JAKARTA)
Sumber: LN 1992/13; TLN NO. 3467
Tentang: USAHA PERASURANSIAN
Indeks: EKONOMI. ASURANSI. Uang.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang:
a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan di segala bidang perlu dilaksanakan secara

berkesinambungan;

b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan dapat terjadi berbagai ragam dan jenis risiko
yang perlu ditanggulangi oleh masyarakat;

C. bahwa usaha perasuransian yang sehat merupakan salah satu upaya uniuk
menanggulangi nisiko yang dihadapi anggota masyarakat dan sekaligus merupakan salah
satu lembaga penghimpun dana masyarskat, sehingga memiliki kedudukan strategrs dalam
pembangunan dan kehidupan perekonomian, dalam upaya memajukan kesejahleraan umum;

d. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan usaha perasuransian dalam pembangunan,
periu diberikan kesempatan yang lebih luas bagi pihak-pihak yang ingin berusaha di bidang
perasuransian, dengan tidak mengabaikan prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab,
yang sekaligus dapal mendorong kegiatan perekonomian pada umumnya:

€. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Undang-
undang tentang Usaha Perasuransian:

Mengingat:

1. PasalREFR DOCNM="uud45" TGPTNM="ps5(1)"> 5 ayal (1), PasalREFR
DOCNM="uud45" TGPTNM="ps20(1)"> 20 ayat (1), dan PasalREFR DOCNM="yud45"
TGPTNM="ps33(1)"> 32 ayal (1) Undang-Undang Dasar 1945

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsbiad Tahun 1847 Nomor 23);

3. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang REFR
DOCNM="71uu004">Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan alas
Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Lembaran MNegara Tahun 1871
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959)
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4. Undang-undang REFR DOCNM="67uu012">Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok
Per- koperasian{Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 2832);

3. Undang-undang REFR DOCNM="69uu009>Nomor 9 Tahun 1968 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang REFR DOCNM="69ppu001*>Nomor 1
Tahun 1969 tentang Bemtuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) Menjadi Undang-undang (Lembaran
NegaraTahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran MNegara Nomor 2804):

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA PERASURANSIAN,
BAB |

KETENTUAN UMUM

FPasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan

1. Asuransi atac Pertanggungan adalah perjaniian antara dua pihak atau lebih, dengan mana
pihak penanggung mengikatkan diri kepada lenanggung, dengan menenma premi asuransi,
uniuk membenkan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga
yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dar suatu peristiwa yang tidak pasti,
atau unluk membenikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya
seseorang yang dipertanggungkan.

2. Obyek Asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung
Jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang. rusak, rugi, dan atau
berkurang nilainya.

3 Program Asuransi Sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib
berdasarkan sualu Undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perindungan dasar
bagi kesejahteraan masyarakat.

4. Perusahaan Perasuransian adalah Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi
Jiwa, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang
Reasuransi, Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan Perusahaan
Konsuitan Akturia,

3. Perusahaan Asuransi Kerugian adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam
penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tangaung-jawab hukum
kepada pihak keliga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

6 Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam
penanggulangan nsiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang
dipedanggungkan
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7. Perusahaan Reasurans adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan
ulang lerhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau
Perusahaan Asuransi Jiwa.

8. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperanlaraan
dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi Asuransi dengan
berlindak untuk kepentingan tertanggung.

9. Perusahaan Pialang Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan
dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan
berlindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.

10. Agen Asuransi adalah sescorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa
dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung,

11. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang membernkan jasa
penilaian lerhadap kerugian pada cbyek asuransi yang diperlanggungkan.

12_ Perusahaan Konsultan Akturia adalah perusahaan yang memberkan jasa akiuna kepada
perusahaan asuransi dan dana pensiun dalam rangka pembentukan dan pengeiolaan suatu
program asuransi dan atau program pensiun.

13. Afiliasi adalah hubungan anlara seseorang atau badan hukum dengan satu orang atau
lebih, atau badan hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari mereka dapat

mempengaruhi pengelolaan atau kebijaksanaan orang yang lain atau badan hukum yang lain,

atau sebaliknya dengan memanfaatkan adanya kebersamaan kepemilikan saham atau
kebersamaan pengelolaan perusahaan. 14, Menteri adalah Menten Keuangan Republik
Indonesia.

BAB Il

BIDANG USAHA PERASURANSIAN

Pasal 2

Usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang:

a. Usaha asuransi, yailu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakal
melalui pengumpulan premi asuransi membenkan perindungan kepada angoota masyarakal
pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu perstiwa
yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseograng

b. Usaha penunjang usaha asuransi, yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian
kerugian asuransi dan jasa aktuna.

BAB 11

JENIS USAHA PERASURANSIAN
Pasal 3

Jenis usaha perasuransian meliputi:

a. Usaha asuransi lerdin dan:
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1. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas
kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul
dari perisiiwa yang lidak pasti;

2. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan
dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

3. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang
dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.

b. Usaha penunjang usaha asuransi terdiri dan:

1. Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asurans
dan penanganan penyelesaian ganli rugi asuransi dengan berlindak untuk kepentingan
teranggung,

2. Usaha pialang reasuransi yang memberikan jasa keperaniaraan dalam penempatan
reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan benindak untuk
kepentingan perusahaan asuransi;

3. Usaha penilai kerugian asuransi yang membenkan jasa penilaan lerhadap kerugian pada
obyek asuransi yang diperianggungkan, '

4. Usaha konsuftan akiuna yang memberikan jasa konsullas: akiuna:

5. Usaha Agen Asuransi yang membenkan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran
jasa asuransi untuk dan alas nama penanggung.

BAB IV

RUANG LINGKUP USAHA
PERUSAHAAN PERASURANSIAN
Fasal 4

Usaha asurans: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a hanya dapat dilakukan oleh
perusahaan perasuransian, dengarn ruang lingkup kegiatan sebagai berikut

a Perusahaan Asuransi Kerugian hanya dapat menyelenggarakan usahs dalam bidang
asuransi kerugian, termasuk reasuransi:

b Perusahaan ~suransi Jiwa hanya dapat menyelenggarakan usanha dalam bidang asuransi
nwa. dan asuransi keschatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serla menjadi
pendin dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana
pensim vann hadaly

C. Perusahaan Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang.
Pasal 5
Usaha penuniang usaha asuransi sehagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b hanya dapat

dilakukan vlen perusahaan perasuransian dengan ruang lingkup kegiatan usaha sebaga
berikul
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a, Perusahaan Pialang Asuransi hanya dapat menyclenggarakan usaha dengan berlindak
mewakili lertanggung dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak asuransi:

b. Perusahaan Piatang Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha dengan bertindak
mewakili perusahaan asuransi dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak
reasuransi

c. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa
penilaian kerugian atas kehilangan atau kerusakan yang lerjadi pada obyek asuransi
kerugian;

d. Perusahaan Konsultan Aktuna hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa di bidang
akluria;

e. Perusahaan Agen Asuransi hanya dapat memberikan jasa pemasaran asuransi bagl =alu
perusahaan asuransi yang memiliki izin usaha dan Menteri.

BAB V
PENUTUPAN OBYEK ASURANSI
Pasal 6

(1) Penutupan asuransi atas obyek asuransi harus didasarkan pada kebetasan memilih
penanggung, kecuall bagi Program Asuransi Sosial.

(2) Penutupan obyek asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan
dengan memperhatikan daya lampung perusahaan asurans: dan perusahaan reasuransi di
dalam negen

(3) Pengaturan lebih lanjul mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur
dengan Peraturan Pemenmah

BAB VI

BENTUK HUKUM USAHA PERASURANSIAN

Pasal 7

(1) Usaha perasuransian hanya dapat dilakukan aleh badan hukum yang berbentuk;
a. Perusahaan Perseroan (PERSERO)

b Koperas

& Usaha Bersama (Mutual)

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(l),usaha
konsullan akluria dan usaha agen asuransi dapal dilakukan olch perusahaan perorangan

(=) Kelenluan lenlang usanha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama {Mutual) diatur
lebih lanjut dengan Undang-undang

BAB VI

KEPEMILIKAN PERUSAHAAN PERASURANS|AN
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Pasal 8
(1) Perusahaan Perasuransian hanya dapat didirikan oleh:

a. Warga negara indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki
warga negara indonesia dan alau badan hukum Indonesia;

b. Perusahaan perasuransian yang pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam huruf g,
dengan perusahaan perasuransian yang tunduk pada hukum asing.

{2) Perusahaan perasuransian yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) huruf b
harus merupakan:

a Perusahaan perasuransian yang mempunya kegiatan usatia sejems dengan kegiatan
usaha dari Perusahaan perasuransian yang mendirikan atau memilikinya,

b. Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Reasurans), yanq para pendin atau
pemilik perusahaan lersebut adalah Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan
Reasuransi,

[3) Kelemuan lebin lanjut mengena: kepemilikan Perusahaan Perasuransian sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemenntah.

BAB VIl
PERIZINAN USAHA
Pasa S

{7) Seuap pihak yang melakukan usaha perasuransian wapD (e i i wsaie et
Menten, kecuali bagl perusahaan yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosal

(£) Ulius MENQapaEixarn Zin usana sevagaimana aim:sKkswd 0aiam ayal (|1 ) Darus aipenu
persyaratan mengenai:

d mMNQgaran oasar.

L SUSUNEn DIQarnsas:,

(e TR = TE T

R L L L

Pl U LIE Iy e S et islal ),
1L PEEyanal | e il e,

Y, Ml dail | Y iy U IR | U IR, D LU Y R LU LU 1 | Ul e el s Ul |l isid] | sl g
sehat

(3 Lriannn D e UsDa e T o e sy sebagan s e OniEnsed OiE Fasa 0 dydl
(1) huruf b, maka untuk memperalch izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
qpENUr PEMSYErdan sepagaimana QImaksun Oa1am ayan (£) Sena Keentuan mengeana oatas
kepamilikan dan kepengurusan pithak asng
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{4) Ketentuan kebih lanjut mengenal persyaratan 1izin usaha sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemenintah.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuranssan dilakukan oleh Menteri
Pasal 11

{1) Pembinaan dan pengawasan lerladap usaha pet asuras isian medipul

a Resehalan keuangan bagl Pelusalican Asuans: Keugan, Petusatiaan ASurans: Jiwa dan
Perusahaan Reasuransi, yang terdiri dani:

i. Balas Lingral soivabililas,
2. Felers) sendin,

FESSU TSI,

L

& iIveES D,

. Gaian mian | behl us, Ual |

uy

O, P MU e e 1 a0y W L ol g o BT ML 1 RaE R L 1 AL e |,

L. P ey ipUon oo | Lisen b, et iy e Un | Uest |

. Syel oi-syEs i PUs auna s,

Z. LN Wdmai e,

5. Fevysmssaian niann

S Feayaidiai el iigl | U] D g e aeuia el udl

MGG S TG VS A § T Y M WP | T T | TS e | SR Y T I A | WSl i

[ GEUHP el usdiigall relasul at izl L= i iaa mesal ididl | S0 ugl iggl =L NN R}
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sera wajib melakkan usaha sesual dengan prinsip-

'_."" =t TI3roairE J’E!I.._.i DT vai

||u; NS LT A 1 ISR 1 -ﬁu VENSH I M AGOTH LG | S e . wan = I,‘l:!;l:" M Ao waa i

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

LI 1 - PN

l'. LD e 0 T TN iy PRI OO D0 O Ry o T PSR ATURGETT ) T st | O3 a3 +..r!;|u.c| ps.—.ll..l.‘.ldil [=L= 14}
asdrans: yang tidak mempunyai 1zin usaha secagaimanz dimaksud dalam Pasal 9.

rasal 1t

B
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(1) Perusahaan Pialang Asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi kepada suatu
perusahaan asuransi yang merupakan Afiliasi dari Perusahaan Pialang Asuransi yang
bersangkutan, kecuati apabda calon tertanggung telah teriebih dahulu diberitahu secara
tertulis dan menyetujui mengenai adanya Afiliasi tersebut.

(2) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dilarang melakukan penilaian kerugian atas obyek
asuransi yang diasuransikan kepada Perusahaan Asuransi Kerugian yang merupakan Afiliasi
dari Perusshaan Penilai Kerugian Asuransi yang bersangkutan

(3) Perusahaan Konsuttan Aktuaria dilarang memberikan jasa kepada Perusahaan Asuransi
Jiwa atau dana pensiun yang merupakan Afiliasi dari Perusahaan Konsultan Aktuaria yang
bersangkutan.

(%] Agen Asuransi diarang bertindar sebagai agen dan parusanaan asurans: yardg twiar
mempunyai izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Fasal 14
(1) Frogram Asurans: Sosiai hanya dapat diseienggarakan olen Sadan Usaha Miiik hegara,

(2) Temadap perusanaan yang menyeienggarakan Program Asuransi Sosiai sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) berlaku ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan dalam
Lindang-undang ini.

Fasai iH

{1} Daiam meiahunan peribanasan Gan pergawasar, e io nrciaiuar peiie nsaar Le haia
atau setiap wakiu apabila diperlukan terhadap usaha perasuransian.

(2] Seismp P usel e | ot s s sian wegil 1rs oo il sine © Lk, Geesizn ), Gunanies 1, G 1
sebagamana aimaxsud daiam ayat (i).

Pusai i6

| i) Sellap Felusaiksn Asuranst Rel ugisn, Ferussahidan Asueaes Jiwa, Felusalman
Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib
14 PSP S BRSPS | R St bt § PO | I bty | HCTLACE | LI [T L) e | LAt L rETpsiasaiiiya nepalia

Menteri.

(&) DTUap PO UDal Idal | Tt asul ai il Wi (RS Yl |Gl | A @i | U a sl il nopaua

Menteri,

|2 DEUQE [ CEUSGIIGEN | DU D1 INGTUYIaNH, T ST USGT Gl | MO G i3] dina, Gall TS usal iaar
Reasuransi wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan dalam surat
Pl R AGT U 1 RAUE ISl Y i RS I, e SUE) il | Yt iy i,

1) Deiaitt nowajiual SeUayailia ia Uniiansud Uaiai ayeal | 1], ayat (2, Garl ayeila), sSeLap

Perusahaan Asuransi Jiwa wajib menyampaikan laporan invesiasi kepada Menteri_

) O In SUBUI G e | Jeuwal Py ol g ia | Fapinal | SeT e el igunl ianiign b el ala ual |
perhitungan laba rugi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2}, ayat (3),
A | ﬂ)‘ﬂi. 1,--_,1 unl'.‘-;.lclphall T BTG 1,

Y -T-7- TR
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(1) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-undang imi atau
peraturan pelaksanaannya, Menteri dapat melakukan tindakan berupa pemberian perningatan,
pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan win usaha,

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) aiterapkan dengan tahapan pelaksanaan
sebagai berikut:

a. Pembernan penngatan;

b. Pembatasan kegiatan usaha:

¢. Pencabutan zin usaha.

(3) Sebelum pencabutan izin usaia, Menten dapat memenriankan perusahaan yang
bersangkutan untuk menyusun rencana dalam rangka mengatasi penyebab dari pembatasan

kegiatan usahanya

(4) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sera jangka
waktu bagi perusahaan dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 18

(1) Dalam hal tindakan umtuk memenuhi rencana sebagaimana dimaksud daiam Fasai i7
ayat (3) telah dilaksanakan dan apabila dari pelaksanaan tersebut dapat disimpulkan bahwa
pEfusaiiaan yany Devsanghuian iban manpou aisu (R0 Do sedia WRER T et | T ai
yang menyebabkan pembatasan termaksud, maka Menteri mencabut izin usaha perusahaan,

(2} Pt walmian it usai e diurimwn mar e s e et 1 deasianll SUI i Ralat Tiai il | U § i =i
yang memiliki peredaran yang luas.
rasa 13

Uaiatil ina] o usai iaai | ieiai | Lo i asi ineianuheal Gt bt ¢ Uit § et gha 110 it e Iy sirau
dar pembatasan kegiatan usahanya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 17 ayan (4], Hiaha s usar ikl Yy LS et a1 Udpan Hsianunat | usal iy Aol

(=l = N
PUE T AILE LAY DN LI
rasdl L0

| ;j J:H:.Tl b e R LR L RV LI = N TR, TR 1 YT EY RSLS nladei 4 ddaiai i o el g ﬁ:_-."l_.l:llul,al B, Lremieas il b
terdapat pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 maka Mente-,
LRttt modl ] ."l.'l-_';_.l"_':l R vgesr e Lerrmarnd igphdt roist i inar.as elgus l'_'l:.."l IEliial | dual el Usedl 1oz ¢

yang bersangkutan dinyatakan pailit.

1£) nar ped IS Y PPN S et TIUEL I | Ryl | e UsE] s ) ASU st roe UL | Hild
Perusahaan Asurans: Jiwa yang dilikuidasi merupakan hak utama

el T

LA
PNC AN AT LA e

rasal £
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(1) Barang siapa mengalankan atau menyuruh menjalankan kegiatan usaha perasuransian
tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diancam dengan pidana penjara
paling lama 15 {lima beias) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000.- (dua milyar
lima ratus juta rupiah).

(2) Barang siapa menggelapkan premi asuransi diancam dengan pidana penjara paling lama
15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta

rupiah).

{3) Barang siapa menggelapkan dengan cara mengalinkan, menjaminkan, dan atau
mengagunkan tanpa hak, kekayaan Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Asuransi
Kerugian atau Perusahaan Reasuranst, diancam dengan pidana pemgra paling lama 15 (ima
belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2 500 000.000, - (dua milyar lima ratus juta rupiah)

(4) Barang siapa menenma, menadah, membel, atau mengagunkan. atau menual kembali
kekayaan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang diketahuinya atau patut
diketahuinya bahwa barang- barang lersebut adalah kekayaan Perusahaan Asuransi
Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tshun dan denda paling banyak Rp 500.000.000.- {lima
ratus juta rupiah)

{5) Barang siapa secara senairi-sendin atau bersama-sama melakuks pemaisuan alas
dokumen Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan
Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tafwn dan dends paling
banyak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 22

Dengan tidsk mengurang: kelentuan pidana sebagaimana dimaksud calam Pasal 21,
terhadap perusahaan perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan
peraluran pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi admirustratip, gantl rug:. atau denda, yang
ketentuannya lebih lanud akan ditetapkan dalam Peraturan Pemennitah

Fasal 23

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah keahatan

Pasal 24

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh atau atas
‘nama suatau badan hukum stau badan usaha yang bukan merupakan badan hukum, maka
lwnlulan pidana dianuran IEMadap badan tersepul alau 1ermadap meseka yang menberikan
perintah untuk melakukan tindak pidana itu atau yang beriindak sebaaal pimpinan dalam
meigkukan indak priaana fu mauvpun lernaoap kegua-audnyd

BAB Xii

KETENTUARN PERALIHAN

Pasal 25

(1) Ferusanaan Ferasuransian yang telan mendapat 1zin usana aar Henlén pada saat
ditetapkannya Undang-undang ini dinyatakan lelah mendapal izin ussha berdasarkan

Undang-undang i

2] Perusanaan Herasu: ansian sebagaimana qimaksud daiam ayal (7 ) diwajibkan
menyesuakan din dengan ketentuan dalam Undang-undang in|
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(3) Ketentuan lentang penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta jangka
waklunya dietapkan oleh Menterj.

Pasal 26

Peraluran perundang-undangan mengenai usaha perasuransian yang telah ada pada saat
Undang-undang ini mulai berlaku, sepanjang tidak berientangan dengan Undang-undang ini,
dinyatakan tetap berlaku sampai peraturan perundang-undangan yang menggantikannya
berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan

BAB Xl

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berakunya Undang-undang ini maka Ordonnanntie ophel Levensverzekeringbednijf
(Staatsblad Tahun 1941 Nomor 101) dinyatakan tidak beraku lagi

Pasal 28
Undang-undang ini mulai beraku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang menaetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Disahkan di Jakarta
paga tanggal 11 Pebryar 1952
FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO

Diundangkan di Jakaria

e

fiada tanggal 11 Pebruan 1662 ‘| ‘5 ,‘*. leUlHﬂ quml

MENTERI'SEFRETARIS NEGARA el '.'mwu;-TTahl.'u'«lIh_‘
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REFPUBLIK INDONESIA
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